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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai format/subtansi/isi hubungan hukum antara PT. PLN
(Persero) dengan pelanggan listrik dalam bentuk Perjanjian Jual beli
tenaga Listrik (PJBTL), Mekanisme pilihan forum penyelesaian
sengketa akibat pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
(P2TL), utamanya mengenai pemakaian aliran listrik secara tidak sah
yang berakibat adanya pengenaan tagihan}susulan dan pemutusan
aliran listrik sepihak dari PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan, serta
kompetensi absolute Pengadilan yang berwenang memeriksa dan
mengadili sengketa akibat P2TL sejak diberlakuannya Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang
Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hampir semua tindakan penegakan hukum yang dilakukan
PLN selama ini adalah tindakan sepihak atas pelanggaran PJBTL,
berdasarkan hak/kewenangan PT. PLN (Persero) sebagai pemegang
kuasa usaha ketenagalistrikan (aspek hukum publik) dan
mengesampingkan adanya klausula yang disepakati dalam PJBTL
(aspek keperdataan), hal ini tentu menyebabkan tidak ada konsistensi
dalam ’law enforcement” nya. Dalam prespektif kedepan tindakan
pengenaan sanksi "pelanggaran” melalui pelaksanaan P2TL tetap
harus dilakukan berdasarkan adanya klausula-klausula standart
dalam PJBTL.

Oleh karena itu, mengingat klausula dalam PJBTL tidak
secara tegas memuat kepentingan PLN, maka perlu segera
mereview/merevisi PJBTL yang sudah ada dengan jalan mengadopsi
kewenangan yang dimiliki dan mengintergrasikannya ke dalam
klausula SPJBTL, sekaligus menyesuaian dengan UU Perlindungan
Konsumen.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi sengketa yang
disebabkan pelanggaran oleh pelanggan maka PT. PLN (Persero)
berhak melaksanakan tindakan yang disebut P2TL, sehingga jika
terjadi sengketa akibat P2TL, maka penegakan hukumnya bukan lagi
melalui PTUN, melainkan melalui Pengadilan Negeri seperti : choise of
form” yang telah disepakai para pihak dalam PJBTL.

e Surabaya, 19 April 2006
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RINGKASAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 001-021/PUU-I
/2003 tanggal 1 Desember 2004, maka UU Nomor 20 Tahun 2002
tentang Ketenagalistrikan telah dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, dan UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3317 dinyatakan
berlaku kembali. ' }

« i
{

Dengan berlakunya kembali Undang-undang Nomnor 15 Tahun
1985 Tentang Ketenagalistrikan 1itu, semakin mengukuhkan
kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (PKUK) yang merupakan satu-satunya pemegang
monopoli dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

Dalam penyediaan listrik untuk masyarakat, mayoritas
hubungan hukum dengan pelangganya dalam bentuk hubungan
hukum yang bersifat kontraktual yaitu Perjanjian jual Beli Tenaga
Listrik (PJBTL). Hubungan hukum tersebut menimbulkan adanya
hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersifat timbal balik, artinya
hak bagi pelanggan listrik merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan PT. PLN (Persero) dan begitu juga sebaliknya Hak PT.
PLN (Persero) merupakan kewajiban bagi pelanggan listrik. Hak dan
Kewajiban yang tertuang dalam klausula PJBTL itu sering dirasakan
tidak  seimbang oleh  pihak  pelanggan listrik, karena
Format/subtansi/isi PJBTL tersebut dibuat sepihak oleh PLN dalam
bentuk klausula-klausula standard sehingga calon pelanggan tidak
dimungkinkan untuk dinegosiasikan terlebih dahulu.

Meskipun PJBTL tersebut telah disepakati para pihak,
kenyataanya PLN dalam kedudukannya sebagai BUMN yang
merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah sebagai PKUK
memiliki hak/kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan.
Konsekuensi logisnya, secara yuridis pelanggan listrik harus tunduk
pada hak/kewenangan yang dimiliki PLN karena hak dan kewenangan
itu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

viii
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Berdasarkan delegasi kewenangan sebagai PKUK itulah yang
membuat penegakan hukum yang dilakukan PT. PLN (Persero) kerap
mengutamakan' penegakan hukum administrasi (ruang lingkup
Peradilan Tata Usaha Negara), tetapi mengeyampingkan penegakan
hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu,
apabila pelanggan kedapatan melanggar ketentuan yang berlaku di
PLN, maka PT.PLN (Persero) hanya melakukan tindakan administrasi
yaitu tindakan penertiban atas pemakaian aliran listrik secara tidak
sah melalui pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
Sanksinya berupa pengenaan tagihan susulan atas pemakaian aliran
listrik yang tidak sah dengan besaran rupiah ditentukan sepihak
berdasarkan ketentuan yang berlaku di PLN, dan bisa juga
menghentikan  penyalurkan ehergi listrik ke pelanggan untuk
sementara waktu (TUSRA). Apabila pihaﬁ< pelanggan tetap tidak
melunasi tagihan susulan termaksud sampai batas waktu yang
ditentukan PLN, maka instalasi PLN yang ada dipersil pelanggan akan
dibongkar oleh PLN (diputus seterusnya) dan hal itu sama artinya
pelanggan tidak lagi memerlukan tenaga listrik dari PLN.

Tindakan Administriasi melalui Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
(P2TL) itu dilaksanakan berdasarkan adanya delegasi kewenanganan
PT. PLN (Persero) adalah sbb :

* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan,
Pasal 7 (1) dan Pasal (2).

 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pasal 25(1) huruf b jo Pasal 27

e Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 02
P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat;

* Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 109.K/010/DIR/1997
tanggal 27 Nopember 1997 Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga
Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT
PLN (Persero) yang telah disahkan dengan Surat Direktur Jenderal
Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97
tanggal 19 Desember 1997

* Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 68.K/010/DIR/2000
tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan
Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik.

1X

Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan . . . o
Tesis Wahyu Supriadi



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Bagi pelanggan listrik yang sudah tercatat resmi sebagai
pelanggan PLN tetapi memakai listrik melebihi haknya yang ada pada
PJBTL, maupun yang Non pelanggan PLN tetapi memanfaatkan aliran
listrik dari PLN (pasangan liar), PLN dapat melakukan tindakan
penegakan hukum pidana berupa pencabutan kabel-kebel yang
dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah itu , dan
selanjutnya dapat dilaporkan ke POLRI sebagai tindak pidana
pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUH Pidana.

Kedudukan PLN sebagai Perusahaan Perseroan adalah
merupakan badan hukum perdata dan bukan sebagai Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksan?an urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundarig-undangan yang berlaku, sehingga
hal tersebut tidak termasuk dalam pengertién sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 (2) UU No 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Pimpinan PLN berupa pengenaan tagihan susulan atau

pemberitahuan pemutusan aliran listrik yang sering dijadikan objek
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggap sebagai
keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara adalah kurang
tepat, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas undang-undang Nomor S tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dan jelas disebutkan
bahwa : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut undang-undang ini :
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata, yang di uraikan dalam penjelasannya pada Pasal 2 (a ) yaitu
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata, misalnya keputusan menyangkut masalah jual beli yang
dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang
didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Oleh karenanya, penetapan tertulis berupa surat Tagiha Susulan
(TAGSUS), surat pemberitahuan Pemutusan Sementara (TUSRA) dan
Pemutusan Rampung (TUSPUNG) yang dijadikan objek gugatan Tata
Usaha Negara itu tidak dapat digolongkan dalam pengertian Tata
Usaha Negara (tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata
usaha Negara), sehingga konsekuensi yuridis penyelesaian
sengketanya tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
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Meskipun pelaksanaan P2TL sebenarnya merupakan tindakan
administratif yang didasarkan pada delegasi kewenangan PT. PLN
(Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK),
tetapi dalam prespektif kedepan hal itu tidak bisa terus dilakukan,
karena berdasarkan Pasal 11 UU No 23 tahun 2003 tentang BUMN,
dinyatakan bahwa PLN harus tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995
tentang Perseroan terbatas, maka PLN harus mulai memposisikan
kedudukannya sebagai badan hukum privat seperti badan hukum
privat lainya, sehingga konsekuensi logisnya penegakan hukum yang
selama ini melalui penegakan hukum administrasi seharusnya
ditinggalkan dan mulai memilih penegakan hukum perdata yang
mengedepankan aspek kontraktualnya (PJBgI‘L).

Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan sengketa hukum
akibat pelaksanaan P2TL, maka masing-masing pihak harus juga
mengacu pada klausula-kalusula hak dan kewajiban (termasuk patuh
pada mekanisme pilihan forum penyelesaian sengketa) yang diatur
dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu ultimatum remidiumnya
melalui institusi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sebagai ”choise
of form” yang sudah disepakati para pihak.

Dengan demikian upaya penertiban aliran listrik yang
dilakukan oleh PLN sebenranya tidak lagi merupakan tindakan
administratif =~ yang hanya mengedepankan delegasi kewenangan
sebagai PKUK, melainkan harus berpedoman adanya klausula-
klusulan yang tercantum dalam PJBTL, karena PLN  sebagai
Perseroan bukanlah suatu entitas hukum publik murni melainkan
suatu badan hukum sebagaimana dikenal dalam hukum perdata.

e Surabaya, 30 Mei 2006

X1
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusanya

Sejak dibatalkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002
tentang Ketenagalistrikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor : 001-021/PUU-I
/2003! , Undang-Undang yang*Iama di bid;ang ketenagalistrikan yaitu
UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang K:étenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, tambahan

Lembaran Negara Nomor 3317 dinyatakan berlaku kembali

Pembatalan UUTL 20/2002 itu, membuat PT. PLN (Persero)
‘gagal” menjadi Pemegang ljin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK) |,
melainkan justru semakin méngukuhkan kedudukannya sebagai
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau tetap sebagai

pemegang monopoli penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia

yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah.

1

Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4226), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

‘é sy

<
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Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 1985
tentang Ke_ztenagalistrikan disebutkan bahwa, Pembangunan
ketenagalistrikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong
peningkatan kegiatan ekonomi.

Mengingat posisi strategis dan jangkauan bidang

ketenagalistrikan tersebut, maka penyediaan listrik pun dikuasai oleh
. 3

Negara, yang pelaksanaannyaﬂ' dilakukar_lé oleh Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) melalui pemberian kua{sa usaha ketenagalistrikan

atau PKUK kepada PT. PLN (Persero). Hal ini sesuai dengan prinsip

yang terkandung dalam aturan dasar Negara Republik Indonesia
yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Satu satunya BUMN’ yang Dbergerak dalam bidang
Ketenagalistrikan di Indonesia adalah PT. PLN (Persero), yaitu sebuah
Perusahaan dulunya berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1970,
kemudian berubah menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan
Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1994 dengan Akta Notaris
Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahan-

perubahannya

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan PT. PLN (Persero)

adalah:
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a. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus
memupuk  keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan.

b. Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu
yang memadai dengan tujuan untuk;

e Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara

adil dan merata serta rnendorong peningkatan kegiatan
ekonomi

¢ Mengusahakan  keuntungan agar dapat membiayai

pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani
kebutuhan masyarakat .’ !

c. Merintis kegiatan usaha tenaga listrik.,.%

d. Menyelenggarakan ‘usaha-usaha lain yang menunjang usaha
penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Meskipun Undang-Undang 20/2002 telah dibatalkan,
(kembali menggunakan UU 15/1985) persoalan mendasar yang
seharusnya dilakukan adalah PT. PLN (Persero) tetap siap melakukan
pembaharuan visi dan misi dan struktur organisasi, strategi
organisasi, kultur dan budaya organisasi. Karena itu, seharusnya
diitkuti pula dengan perubahan paradigma yang mengakibatkan
pembaharuan orientasi organisasi dalam bentuk pembaharuan
visi,misi, struktur, strategi, dan budaya organisasi.

Salah satu aspek penting berkaitan dengan perubahan
status tersebut adalah orientasi organisasi. Berawal dari
Perusahaan yang berstatus Perjan ke Perum melahirkan

konsekuensi berupa perubahan orientasi dari pelayanan publik ke

semi profit oriented. Dari Perum ke Persero melahirkan konsekuensi
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berupa perubahan orientasi dari semi profit oriented ke profit oriented,
sehingga dalam statusnya sebagai Persero, PLN didudukkan pada
posisi sebagai business entity.

Oleh karena itu, tindakan PLN sebenarnya bukan lagi
merupakan tindakan administratif, melainkan tindakan badan
hukum perdata karena hal itu merupakan konsekuensi yuridis
atas statusnya sebagai sebuah Perlzlsahaan Perseroan yang
mengakibatkan PLN merupakar; suatu legcgz_l entity atau badan hukum
mandiri yang mengacu pada prii"lsip-prinsip bisnis yang
menguntungkan.

Problematika hukum yang terjadi akibat kurangnya sarana
perangkat hukum penunjang dari UU No. 15 tahun 1984 Tentang
Ketenagalistrikan ini, apabila tidak segera diantisipasi dan disikapi
secara tepat dan komprehensif tentu pada giliranya akan memicu
munculnya berbagai interprestasi terhadap ketentuan/aturan
hukum dibidang Ketenagalistrikan sebagai akibat adanya tarik ulur
kepentingan berbagai pihak.

Salah satu problematik hukum yang sering dihadapi PT.
PLN (Persero) dalam konteks pencapaian target kinerja “Kwh
sales dan Lossis”atau upaya penurunan susus non teknis akibat
pemakaian aliran listrik secara illegal adalah melalui
Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang

dilaksanakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang telah
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menyelamatkan Rp. 11,692 miliar yang tediri dari 27, 5999 juta
kWh dan pemakaian daya 765.410.000 kVA dari pemeriksaan
pemeriksaan kepada 66.573 pelanggan di Jawa Timur dari target
penertiban 160.727 pelanggan?

Hal ini perlu segera diantisipasi dan dicermati, mengingat
dalam prespektif kedepan potensi timbulnya sengketa hukum
antara PT. PLN (Persero) dengan pelangg‘an akan semakin banyak,
rumit dan komplek. . !'g

P2TL yang dilaksanakan PT. PLN(’ (Persero) selama ini disatu
sisi mendasarkan pada hak/kewenangannya sebagai Pemegang Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagai deledasi dari Pemerintah
(kewenangan publik - aspek hukum publik), yang dapat dengan
mudah dilihat dari pada ’ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang mendasarinya, tetapi disisi lain juga mendasarkan
adanya hubungan kontraktual (aspek hukum perdata) berupa
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dibuat oleh dan antara PLN
dengan pelanggan.

Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan PLN bahwa dalam
setiap penyediaan tenaga listrik (utamanya pelanggan-pelanggan
besar) hubungan hukumnya harus dibuat dengan Perjanjian tertulis
yang dilingkungan PLN dikenal dengan sebutan Perjanjian Jual Beli

Tenaga Listrik (PJBTL). Untuk pelanggan pelanggan kecil (tarif rumah

2 » PLN Selamatkan Rp. 11,692 M”, Jawa Pos, Minggu, 17 Mei 2006 hal 8
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tangga hubungan hukumnya hanya berupa surat pernyataan sepihak
dai pelangggn. PJBTL ini merupakan ikatan hukum tertulis antara
pihak PT. PLN (Persero) sebagai Penjual dengan Pelanggan Listrik
selaku Pembeli/Konsumen Tenaga Listrik yang memuat tentang Hak
dan Kewajiban masing-masing pihak atas pemakaian tenaga listrik
yang diperjual belikan.

Format dan isi perjanjian jual beli tenaga listrik ini ditentukan
secara sepihak oleh PLN berdJ;sarkan ke}"._centuan Keputusan Direksi
PT PLN (Persero) Nomor. 109.K/010/ DIR”/1997 tanggal 27 Nopember
1997 Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan
Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero).

Ketentuan tersebut, telah  disyahkan dengan surat Direktur
Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/
600.3/97 tanggal 19 Desember 1997

Berdasarkan ketentuan tersebut nampak jelas bahwa PLN
mempunyai posisi yang kuat karena kedudukanya sebagai pihak
yang merancang kontrak tersebut dan dengan demikian pihak
pelanggan/pembeli listrik dalam posisi lebih lemah dan selalu
dihadapkan pada posisi “take it or leave it”, Perjanjian semacam ini

dalam prosesnya tidak terdapat negosiasi3

’ Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku
Usaha (cq. PLN) dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian,
Pasal 18 (1)
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Jika dikaji lebih seksama, aturan-aturan yang mendasari
pelaksanaan P2TL terkesan inkonsistensi, tetapi ironinya hal itu
dibiarkan berjalan terus dan dijadikan pijakan hukum oleh
Manjemen PT. PLN (Persero) dalam melakukan tindakjapan
penertiban pemakaian tenaga listrik. Pada hal apabila
pelanggan/masyarakat mengetahui berbagai kelemahan yuridis pada
ketentuan-ketentuan internal PLN, maka dapat dibayangkan betapa
besarnya potensi konflik/ sen*gxgketa yané akan dihadapi PT. PLN
(Persero) pada waktu yang akan dating. ‘

Pihak Pelanggan yang kedapatan melakukan pelanggaran akan
dikenakan Tagihan Susulan (TAGSUS)* berdasarkan golongan
pelanggaran (klasifikasi A sd. E) yang ditetapkan dalam ketentuan
internal PLN yaitu Keputusaq Direksi PT PLN (Persero) No.
068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban
Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan
Sambungan Tenaga Listrik (P2TL) . Apabila Tagihan Susulan yang
dikenakan kepada pelanggan yang bersangkutan tidak dilunasi sesuai

dengan jangka waktu atau tahapan pembayaran yang ditetapkan,

4 Berdasarkan Pasal 1 (21) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.
068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian
Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik
(P2TL), Tagihan susulan adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya
penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran yang
dilakukan pelanggan
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maka PLN dapat melaksanakan Pemutusan Sementara (TUSRA)S, tetapi
apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak
tanggal dilaksanakan Pemutusan sementara ternyata pelanggan belum
melunasi Tagihan Susulan yang ditetapkan, maka PLN berhak
melaksanakan Pemutusan Rampung (TUSPUNG)6 . Penyambungan
kembali akibat pemutusan sementara dilaksanakan apabila pelanggan
telah melunasi tagihan susulan, tetapi jika‘telah dilakukan pemutusan
rampung, maka pelanggan akan diperlakul_%an sebagai pelanggan baru
yaitu disamping harus melunasi tagihaﬂ susulan juga diharuskan
membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan
(UJL) lagi sesuai ketentuan yang berlaku .

Ketika penetapan TAGSUS, TUSRA ataupun TUSPUNG
berujung adanya gugatan ke Pengadilan, antara tindakan sepihak PLN
(aspek hukum administrasi) yang mendasarkan pada delegasi
hak/kewenangan yang dimilik PT. PLN (Persero) sebagai PKUK dan
aspek hukum perdata yang mendasarkan pada PJBTL acap kali saling
berbenturan, utamanya terhadap yuridiksi kewenangan Pengadilan

(Kompetensi absolut) dalam memeriksa dan mengadili

5 Ibid, Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara
penyaluran tenaga listrik ke Instalasi pelanggan

¢ Ibid, Pemutusan Rampung adalah penghentian untuk seterusnya
penyaluran tenaga listrik ke Instalasi pelanggan dengan mengambil sebagian
atau seluruh peralatan untuk penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi
Pelanggan.
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sengketa/perkara akibat P2TL yaitu antara kewenangan Pengadilan
Negeri (PN) ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Beberapa kasus mengindikasikan bahwa pelanggan tidak
dengan mudah memenuhi permintaan PT PLN (Persero) untuk
membayar pengenaan Tagihan Susulan (TAGSUS) yang ditetapkn PLN,
maupun pemutusan aliran listrik (baik pemutusan sementara ataupun
pemutusan rampung), meskipun menux;ut ketentuan PLN pihak
pelanggan tetap dianggap telafi melakukém pelanggaran perjanjian.
Kecenderungan selama ini menunjukka:ﬁ bahwa pelanggan akan
mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan guna menghindari
kewajiban membayar tagihan susulan yang ditetapkan sepihak oleh
PLN ataupun menolak upaya TUSRA ataupun TUSPUNG yang
dilakukan PLN. Pihak Konsumen kebanyakan meminta agar saksi
"pelanggaran ” yang dituduhkan oleh PLN dalam P2TL diuji dahulu
melalui mekanisme lembaga Pengadilan (Tuduhan pelanggaran harus
dibuktikan melalui Pengadilan terlébih dahulu). Hal ini tentu akan
menghambat proses penegakan hukum dalam mengenakan sanksi
pelanggaran terhadap pelanggan.

Gugatan tersebut muncul sebagai akibat tindakan sepihak dari PLN
yang mendasarkan pada aturan-aturan internal dalam melaksanakan
kebijakan sebagai institusi publik yang diberikan Pemerintah dalam
bentuk peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan dan

ketentuan-ketentuan teknis lainnya.
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Kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, (baik
tindakan pemutusan sementara aliran listrik maupun pengenaan
tagihan susulan/denda administrasi), sering dianggap pihak
pelanggan tidak aspiratif dan tidak mencerminkan rasa keadilan
sehingga sering pula menimbulkan sengketa hukum, akibatnya
sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pihak,
disatu sisi bagi PT. PLN (Persero) aka:n mengganggu kinerjanya
bahkan bisa jadi merusak ci&a PT. PLNS'Q: (Persero) yang sudah baik,
tetapi disisi yang lain bagi konsumen 'iistrikpun sangat dirugikan
karena tidak dapat menikmati listrik.

Gugatan termaksud itensitasnya semakin bertambah seiring
dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, dimana konsumen listrik PLN mulai sadar
dan paham akan hak-haknya sebagai pelanggan. Sayangnya
penegakan hukum masih menggunakan cara-cara yang banyak
merugikan konsumen listrik/masyarakat

Oleh karena itu meskipun Undang-undang Nomor 20 tahun
2002 tentang Ketenagalistrikan telah dinyatakan oleh Mahkamah
Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat dan diberlakukanya
kembali UU Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan,
sewajarnya disikapi dengan paradigma baru sehingga pada gilirannya
tindakan PT, PLN (Persero) melakukan P2TL adalah sah menurut

hukum dan tidak mengandung resiko hukum bagi PT. PLN (Persero)

Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan . . . o
Tesis Wahyu Supriadi



Tesis

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 11

utamanya terhadap petugas kuhus dari PLN yang melaksanakan

P2TL.

Dasar dasar/alasan-alasan gugatan yang mempersoalkan
tindakan sepihak PT. PLN (Persero) atas pelaksanaan P2TL selama ini
adalah sbb :

1. Bagi Pelanggan (Penggugat) yang masih memposisikan PT. PLN
(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan
Kuasa Usaha dari Pemerir&ah/ Negar% (dianggap masih institusi
publik) akan menggugat PLN fnela_liii Pengadilan Tata Usaha
Negara yang berisikan tuntutan batal tidaknya/sah tidaknya surat
penetapan tagihan susulan (TAGUS), surat pemutusan smenetara
(TUSRA), maupun surat pemutusan rampung (TUSPUNG) dari PT.
PLN (Persero) ataupun pembatalan/penundaan pelaksanaan
pemutusan aliran listrik bailx" disertai ganti rugi atau tidak.

Keputusan Pejabat PLN berupa surat tagihan susulan

ataupun surat pemberitahuan pemutusan sementara dan
pemutusan rampung dianggap sebagai keputusan Badan/Pejabat
TUN, sehingga  dijadikan objek sengketa TUN seperti yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
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2. Bagi Pelanggan Listrik (Penggugat) yang mendasarkan adanya
ikatan  kontraktual (Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik)
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan dasar
sebagai berikut : |
a. Adanya wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak

yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing,
dimana gugatannya didasarkan pada hubungan kontraktual

. }
(privity of contrak) diantara para pihiak yang diserta ganti rugi.

b. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), yang
dilakukan oleh PLN akibat tindakan sepihak PT. PLN (Persero)
dalam memutus aliran listrik pada persil pelanggan yang
tidak berdasarkan hukum

3. Bagi Hakim yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa
P2TL baik Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Hakim
Pengadilan Negeri, apabila memeriksa dan mengadili sengketa
hukum terkait tindakan PLN dalam P2TL sering bergantung pada
kemauan penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan
dimana penggugat melayangkan gugatanya.

Jika digugat pelanggan melalui PTUN akan diperiksa
sampai pokok perkara, sebaliknya jika digugat melalui PN juga
akan diperiksa sampai pokok perkara. Mayoritas para hakim
menerima gugatan berdasarkan kompentesi absolute masing-

masing. Dalih yang sering dipakai adalah bahwa Hakim

rarEE
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Pengadilan tidak boleh menolak perkara sehingga gugatan tetap
diterima, diperiksa dan diadili berdasarkan kompetensi absolut
masing-masing Pengadilan, meskipun pada akhirnya dalam
putusanya gugatan pelanggan itu dinyatakan ditolak.

4. Bagi para pihak yang ada dalam perjanjian jual beli tenaga listrik,
baik PT. PLN (Persero) maupun Pelanggan yang “pidana oriented”,
biasanya akan saling melaporkankan kepada Polisi.

Meskipun hubungar;" hukum teiah diikat dengan perjanjian
jual beli tenaga listrik, bagi Pélangéan yang terkena P2TL dan
tidak mau membayar tagihan susulan yang ditetapkan PLN, maka
akan dilaporkan ke POLISI oleh PLN sebagai tindakan Pencurian,
sebaliknya pihak pelanggan juga bisa melaporkan petugas PLN
yang melaksanakan P2TL dianggap melakukan perbuatan
melanggar hukum yaitu sebvagai tindak pidana seperti merusak
meteran pelanggan, memasuki pekarangan pelanggan tanpa ijin,
Perbuatan tidak menyenangkan dan lain lain .

Dari berbagai macam gugatan dari Pelanggan Listrik yang
dialamatkan ke PT. PLN (Persero) utamanya yang berkaitan dengan
tagihan susulan ataupun pemutusan aliran listrik, sebenarnya
memiliki karakter yang identik bahkan sama, tetapi tampaknya
penegakan hukum dan penanganan perkara yang dilakukan tidak
selalu konsisten. PT. PLN (Persero) yang kerap diposisikan sebagai

Tergugat cenderung mencari celah yang menguntungkan dengan
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mempersoalkan kompentensi absolute pada kewenangan Pengadilan
dalam memgriksa dan mengadili suatu sengketa/perkara. Sebagai
contoh, apabila PT. PLN (Persero) digugat melalui PTUN akan
dieksepsi oleh PLN bahwa hal itu merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Negeri, begitu juga sebaliknya jika di gugat melalui
Pengadilan Negeri selalu dieksepsi (kompetensi absolut), bahwa hal
itu merupakan wewenang PTUN sehinga tidak ada konsistensi apakah
gugatanya yang terkait dengan*" pengenaa}? tagihan susulan dan atau
pemutusan aliran listrik akibat PéTL itu merupakan kewenangan
absolut Peradilan Tata Usaha Negara ataukah merupakan
kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini tentu saja seharusnya tidak
boleh dibiarkan terus menerus dilakukan, bahkan jika tidak
diantisipasi tentu akan mengakibatkan tidak adanya kepastian
dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai badan hukum Publik (tindakan
administrasi) tersebut, dianggap oleh PLN lebih "menguntungkan”
dari pada mendasarkan pada ketentuan jual beli tenaga listrik,
apalagi fakta dilapangan disadari oleh PLN bahwa subtansi
perjanjian yang telah disepakati antara PLN dengan pelanggan yang
ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak memuat
secara jelas hak dan kewajiban dan sanksi masing-masing pihak.

Oleh sebab itu, PT. PLN (Persero) selalu dituntut untuk lebih

profesional, mengingat peran dan posisinya sebagai pelaku usaha
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yang bersinggungan dengan kepentingan sebagian besar masyarakat
di Indonesia. Interaksi bisnis seperti ini tentunya akan memunculkan
dinamika persoalan yang kompleks, termasuk problem atau kendala
hukum yang terkait dengan aspek perlindungan konsumen listrik.
Karena itu, semuanya harusnya diimbangi dengan langkah-langkah
penegakan hukum (law enforcement) dalam rangka ikut serta
berperan dalam mewujudkan supremasi hukum. Penegakan hukum
yang dilakukan seharusnya t1dak hanya Epenjatuhkan sanksi kepada
pelanggan sesuai kehendak sepiflak PLN semata-mata mengacu
adanya hak dan kewenangan yang dimiliki dalam bentuk ketentuan
perundang-undangan dibidang Ketenagalistrikan saja, tetapi
seharusnya melaksanakan tindakan hukum sesuai ketentuan yang
disepakati para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
Dalam penyelesaian' sengketa/perkaranya yang terkait
dengan PJBTL acapkali dihadapkan pada posisi yang dilematis, PLN
yang selama ini setidaknya sejak dibatalkanya UU Nomor 20 Tahun
2002 Tentang Ketenagalistrikan mulai dianggap/dikenal sebagai
badan hukum privat seperti badan hukum privat yang lain tetapi
telah berubah kembali sebagai intitusi privat yang dibayangi aspek
hukum publik berdasrkan UU Nomor 15 Tahun 1985 Tentang
Ketenagalistrikan diberlakukan kembali. PLN merupakan sebuah
Perusahaan Perseroan sebagai penyedia tenaga listrik yang

mengemban tugas Pemerintah /Negara, disatu sisi diposisikan sebagai
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pelaku usaha yang berkewajiban memberikan layanan yang lebih
baik kepada masyarakat, sekaligus harus juga melaksanakan
kewenangan-kewenangan yang ditentukan pemerintah/negara yaitu
menegakkan kewenangan yang dimilikinya berupa seperangkat
peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan tetapi
sebaliknya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan
pelayanan yang sebaik-baiknya dari PT. PLN (Persero) juga harus
tunduk dan memenuhi ﬁérsyaratan’% yang ditetapkan oleh
Pemerintah. |

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri ataupun Keputusan Direksi PT. PLN (Persero),
dewasa ini dinilai banyak orang tidak berpihak kepada konsumen
listrik, bahkan sebaliknya sarat dengan kepentingan sepihak dari si
pembuat peraturan itu sendiﬁ, jangankan ketentuan peraturan-
peraturan perundang-undangan, Undang-undang saja (contohnya
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi) yang nota benne
proses penerbitannya telah melibatkan DPR keberpihakan kepada
mayarakat masih dipertanyakan berbagai pihak, indikasinya dapat
dibuktikan dengan adanya resistensi tidak saja dari masyarakat
tetapi juga dari kalangan internal PT. PLN (Persero) hingga pada

akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU 20 tahun
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2002 Tentang Ketenagalistrikan dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.

Penegakan hukum dibidang ketenagalistrikan yang tidak
konsisten pada giliranyanya akan mempengaruhi kewenangan
Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili  sengketa/perkara
hukum akibat pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik.
Prespektif dari aparat penegak hukum, baik itu Penyidik (Polisi),
Penuntut Umum  (Jaksa) g dan H%kim termasuk para
Advokat/pengacara praktek yang‘ mernbela kepentingan klienya
(konsumen) termasuk bagi PT. PLN (Persero) sendiri. Semua
memiliki kepentingan masing-masing bahkan sangat memberi
kontribusi terhadap in konsistensinya penegakan hukum dalam
penyelesaian sengketa hukum akibat P2TL. Kedepam, kondisi yang

semacam ini tentu akan sangat merugikan posisi PT. PLN (Persero).

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat
dirumuskan ruang lingkup masalah yang dibahas sebagai berikut :
1. Hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan
dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)

2. Penyelesaian sengketa hukum akibat Penertiban Pemakaian

Tenaga Listrik (P2TL)
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1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman penulisan dan
menghindari kaburnya ruang lingkup pembahasan tesis ini, maka
tujuan penulisan ini adalah untuk :

a. Membahas karateristik hubungan hukum antara PT. PLN
(Persero) dengan Pelanggan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik yang dikaitkan dengan adanya kewenangan/hak yang
dimiliki PT. PLN (Perseroiéleh sebag%d BUMN yang diatur dalam
peraturan perundang-undangén diBidang Ketenagalistrikan.

b. Penyelesaian dan penanganan sengketa hukum yang timbul
akibat P2TL, termasuk yuridiksi kewenangan pengadilan yang
memeriksa dan mengadili perkara akibat pelaksanaan

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan bahan analisa dan masukan bagi PT. PLN (Persero),
aparat penegak hukum, (Polisi, Jaksa, dan Hakim) bahkah kepada
para Advokat, sehingga semua pihak yang terlibat dalam perkara
akibat P2TL memahami subtansi/karakter sengketa P2TL h ingga
pada giliranya terdapat konsistensi penegakan hukum. Sedangkan
manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mendorong penulis lain
dapat memperdalam teori-teori hukum sehingga dapat berguna

bagi pendidikan hukum terutama mengenai kedudukan PLN sebagai
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BUMN yang bertindak sebagai institusi bisnis (Privat) yang memiliki
hak/ kewenapgan sebagai badan hukum publik.

Selain itu, untuk memberikan konsep pemikiran bagi PT. PLN
(Persero) sebagai satu-satunya lembaga penyedia jasa layanan listrik
di Indonesia, akademisi, termasuk masyarakat pelanggan listrik dan
mencarikan solusi terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin
timbul akibat P2TL, serta untuk mengetahui landasan hukum yang
dijadikan dasar dalam upaya{" penegaka}p hukum, sehingga dapat
dimanfaatkan sebagai bahan untﬁk rﬂerivisi/ mereview ketentuan
perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan terkait termasuk

subtansi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan ketentuan mengenai

P2TL.

1.5. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 1985 tentang

Ketenagalistrikan .

e Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa;

"Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan
diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan".

Perusahaan Perseroan PT. PLN (Persero) didirikan dengan Akta
Notaris Sutjipto, SH No. 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahan-

perubahannya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun
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1994 tentang perubahan Perusahaan Umum (Perum) menjadi
Perusahaan Perseroan (PT. PLN (Persero) yang diberi tugas untuk
menjalankan usaha ketenagalistrikan di Indonesia.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
Pasal 3 ayat (2) :

' 1

"Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkain badan usaha milik negara
sebagai pemegang kuasa usaha ' ketenagalistrikan untuk
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum, dan apabila dipandang perlu Menteri Pertambangan dan
Energi dapat memberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha
penunjang tenaga listrik".

Pada sisi yang lain, didalam Pasal 11 UU Nomor 19 tahun 2003

tentang BUMN , dinyatakan bahwa :

¢ Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip prinsip
yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam
UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan
penjelasan sbb :

Mengingat Persero pada dasarnya merupakan Perseroan Terbatas,

semua ketentuan UU Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas, termasuk segala peraturan pelaksanaanya, berlaku bagi
Persero.

e Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dan jelas disebutkan

bahwa ;
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Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
menurut undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan perbuatan hukum perdata, yang di uraikan dalam
penjelasannya pada Pasal 2 (a ) yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan

hukum perdata, misalnya keputusan menyangkut masalah jual beli

yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang
didasarkan pada ketentuan hukum perdata.
Sebagai badan hukum . Privat, lﬁonsekuensinya hubungan
: ‘
hukum antara PT. PLN (persero) dengan ‘Igelanggannya, seharus nya
lebih mengedepankan adanya aspek kontraktual dalam bentuk
Perjanjian Jual beli tenaga listrik daripada kewenangan/hak yang
diberikan Pemerintah dalam bentuk perundang-undang yang
berlaku.
Kewajiban untuk membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
dengan pelanggan disyaratkan dalam :
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/
M.PE/1991 tentang Hubungan PKUK dan PIUK Untuk Kepentingan
Umum dengan Masyarakat disebutkan bahwa :
e Pasal 6 ayat 2 :
” Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pengusaha dan pemanfaatan nya
oleh Pelanggan harus diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik dalam bentuk perjanjian atau formulir yang disediakan
Pengusaha (PLN)”.

Selanjutnya, dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1989 dalam pasal 27 mengatur bahwa,
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"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
(mengatur hak dan kewajiban PKUK/PIUK) dan Pasal 26
(mengatur hak dan kewajiban masyarakat) diatur lebih lanjut oleh
Menteri dan digunakan sebagai pedoman untuk membuat perjanjian
tertulis antara masyarakat dengan PKUK/PIUK .

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan PKUK dan
PIUK Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat.

e Pasal 1 huruf f bahwa : . j
"Pemakai Tenaga Listrik adalah setiap}orang atau Badan Usaha

atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari

instalasi Pengusaha". Sehingga pemakai tenaga listrik dibedakan
ke dalam dua kelompok, yaitu :

e Pemakai tenaga listrik berdasarkan alas hak yang sah;
(Dalam pasal 1 huruf g, mengatur bahwa pemakai tenaga listrik
berdasarkan alas hak yang sah disebut pelanggan)

e Pemakai tenaga listrik tanpa berdasarkan alas hak yang sah.
e Pasal 6 ayat (2) dan (3) mengatur sebagai berikut :

a. Ayat (2) : "Penyediaan tenaga listrik oleh pengusaha (PLN) dan
pemanfaatan oleh pelanggan harus diatur dalam perjanjian
jual beli tenaga listrik dalam bentuk perjanjian atau formulir
yang disediakan oleh pengusaha.”

b. Ayat (3) : "Perjanjian atau formulir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini harus memuat antara lain hak dan
kewajiban pengusaha dan pelanggan sesuai Peraturan
Menteri ini serta sanksi-sanksi dan harga jual tenaga listrik
sesuai peraturan yang berlaku.".

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan tersebut di atas,

dapat diartikan bahwa pengertian pemakai tenaga listrik

berdasarkan alas hak yang sah adalah pelanggan yang didasarkan
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atas perjanjian jual beli tenaga listrik, maka hubungan antara
pengusaha dengan pelanggan merupakan hubungan keperdataan,

karena didasarkan atas suatu perjanjian jual beli.

1.6. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah
pendekatan yuridis normatif bersifat statuta approach yang
merupakan pendekatan daﬂl aspek Ehukum yang membahas
perundang-undangan terkait dengén mééalah Hukum Perjanjian,
Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Undang-undang
tentang Ketenagalistrikan berikut peraturan-peraturan
pelaksanaanya. Pendekatan sosiologis yang dipergunakan untuk
menganalisa penegakan hukum akibat P2TL dan kendala-kendala
hukum dalam penyelesaian seﬁgketa antara PT. PLN (Persero) yang
merupakan badan Usaha Milik Negara yang tunduk pada Undang-

Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

1.6.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai
teori-teori dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif ini untuk

P i
4
1
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mengidentifikasi doktrin dan asas-asas hukum yang digunakan
sebagai upaya meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan dalam
penanganan perkara akibat P2TL.

Penelitian ini menggunakan hubungan logika induktif dan
logika deduktif, dimana logika induktif digunakan untuk menarik
kesimpulan dari kasus-kasus yang terjadi menjadi suatu
kesimpulan yang sifatnya umum dan logika deduktif dipergunakan
untuk menarik kesirnpulan”ldari hal-i{lal yang bersifat umum

menjadi kasus yang sifatnya khusus/individual.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pengguhaan metode pendekatan demikian didasarkan pada
pertimbangan bahwa spesifikasi penelitian ini adalah penelitian
terhadap asas-asas hukum yaﬁg terdapat dalam hukum positif, dan
penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal yaitu suatu
penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang sederajat
yang mengatur segala aspek hukum yang berkaitan dengan
kompetensi penanganan perkara akibat P2TL guna membahas dan
mengetahui suatu peraturan perundang-undangan.

Metode yuridis normatif mempergunakan penalaran deduksi
dan evaluatif yang sangat mementingkan olah nalar. Untuk itu yang
diutamakan dalam pendekatan ini adalah validitas penalaran itu

sendiri. Obyek pengkajian dalam hukum normatif dapat tertuju pada
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bidang dogmatig, teori hukum atau filsafat hukum. Penalaran
deduksi yang didasarkan pada aspek normatif dan evaluatif
berupaya untuk memperoleh kebenaran fragmatis dalam arti
bahwa hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan bagi
pengembangan dan pembangunan hukum yang direncanakan
sebagaimana dalam kompetensi penanganan perkara P2TL yang

dihadapi PT. PLN (Persero).

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan tesis ini
terdapat dua macam yaitu bahan hukum primer yaitu Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh
Mahkamah Konstitusi pada taﬁggal 15 Desember 2004, Undang-
undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (Burgerliik Wetboek) atau BW,
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-

undangan dibidang ketenagalistrikan, sedangkan bahan hukum
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sekunder yaitu literatur-literatur dan karya tulis para sarjana yang
telah dipublikasikan berkaitan erat dengan pokok bahasan ini.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan
mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan mengklasifikasi
sesuai pokok bahasan, sekaligus wawancara dengan ‘In House

Lawyer ¢ Bidang Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

1.6.4. Prosedur Pengumpulaﬁ‘ Bahan Hliskum

Semua bahan hukum yahg tel;éh diperoleh secara selektif
dari studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder
diinventarisir dan disusun secara sistematis, diuraikan, dianalisis
berdasarkan sifat serta keadaan data dengan methode penulisan
hukum normatif, kemudian dipadukan dengan beberapa teori di
bidang hukum dan selanjutnyé diolah dirumuskan secara sistem
matis sesuai pokok bahasan dengan mengemukakan argumentasi
hukum.
Penajamannya terletak pada penarikan kesimpulan pada kaidah
hukum tentang penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa
hukum ketenagalistrikan dan kendala yuridis dalam penerapan

peraturan dibidang ketenagalistrikan.
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1.6.5. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam
penyusunan tesis ini, maka analisis bahan hukum dilakukan setelah
bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul, kemudian disusun
dan dikelompokan untuk selanjutnya dianalis kembali sesuai
dengan permasalahan yang dikaji dengan mengkaitkan berbagai
peraturan perundang-undangan terkait dalam penyelesaian sengketa
hukum akibat P2TL yang dii;aitkan de}‘ngan kedudukan PT. PLN
(Persero) sebagai  badan hukum privat yang  memiliki
kewenangan/hak sebagai hukum publik dari Pemerintah sebagai
PKUK. Analisis ini diharapkan memperoleh gamBaran mengenai
permasalahan penyelesaian sengketa hukum ketenagalistrikan,
sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang penyelesaian
sengketa hukum ketenagaliétrikan utamnay sengketa Kkibat

pelaksanaan P2TL..

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam tesis ini dibuat sebagaimana lazimnya
suatu karya ilmiah dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah
dipahami. Sistematika penulisan dijelaskan dalam Bab-bab dan Sub
Bab. dan saling berkaitan antara bab-bab tersebut sebagai jawaban

terhadap masalah yang diteliti, sebagai berikut:
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Bab I merupakan pendahuluan dan perumusan masalah yang
membahas/menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan
pertanggungjaWaban sistemmatika.

Bab II, merupakan pembahasan mengenai hubungan Hukum
antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dalam Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik terkait adanya hak/kewenangan yang dimiliki PT. PLN
(Persero) sebagai BUMN yang*'didalamnyia membahas karateristik
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (?JBTL), Prosedur Perjanjian Jual
Beli Tenaga Listrik, Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian
Jual beli Tenaga Listrik, serta Mekanisme Pilihan forum penyelesaian
sengketa hukum akibat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Bab III, sebagai jawaban dari rumusan masalah mengenai
penelaahan, Dasar hukum belaksanaan P2TL, Aspek Hukum
pelaksanaan P2TL meliputi aspek Hukum dalam prespektif Hukum
Keperdataan, Aspek Hukum Administrasi maupun Aspek Pidana yang
dikaitkan adanya hak/kewenangan yang dimiliki PLN dalam
Peraturan Perundang-undangan, Tindakan Hukum P2TL Pelanggaran
terhadap pemakaian tenaga listrik, Penyelesaian sengketa hukum
akibat P2TL dan kendala-kendala hukumnya.

Dalam bab ini juga dapat terlihat jelas berbagai bentuk

penyelesaian sengketa hukum akibat P2TL termasuk membahas
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mengenai Kompentensi Pengadilan yang berwenang memeriksa dan
mengadili sepgketa/ perkara akibat P2T.

Bab IV, merupakan penutup dari tesis ini yang berisi
kesimpulan dan saran-saran berdasarkan uraian berupa analisis
yuridis yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya yang antara
lain berisi kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagai
pemerintah c.q. PT. PLN (Perseroj dalam upaya melakukan
penegakan hukum dalam peﬂ&elesaian %engketa akibat pemutusan
aliran listrik, dan harapannya juga dapat bermanfaat untuk kajian
akademis maupun sebagai upaya memberikan masukan terhadap

landasan hukum yang kuat sebagai penegakan hukum terhadap

dalam pelaksanaan P2TL.
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BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA
PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (PJBTL)

2.1 Karateristik Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT.
PLN (Persero) dengan Pelanggan.

! i

. |
i

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan PT. PLN

(PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk

Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan

Perseroan (PERSERO) adalah :

1. Menyediakan tenaga listrik ba;gi kepentingan umum dan sekaligus
memupuk  keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan

Perusahaan

2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu
yang memadai dengan tujuan untuk :

a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan
ekonomi;

b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai
pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayanai

kebutuhan masyarakat.

3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
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4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha
penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan peruindang-
undangan yang berlaku

Dalam mengusahakan penyediaan Tenaga Listrik kepada
masyarakat cq. pelanggan, PT. PLN (Persero) sebagai Perseroan
penyedia tenaga listrik dan pelanggan sebagai pihak yang
memanfaatkan aliran listrik pada prinsipnya menggunakan ikatan
hubungan hukum dalam bentuk perjanjiazp tertulis, yaitu Perjanjian

Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Keéharusan dalam membuat

perjanjian tertulis tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan

Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/991

tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK)

Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat yaitu :

” Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pengusaha dan pemanfaatan nya

oleh Pelanggan harus diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga

Listrik dalam bentuk perjanjian atau formulir yang disediakan

Pengusaha (PLN)”.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang
dibuat/disepakati oleh dan antara PT PLN (Persero) sebagai Penjual
Tenaga Listrik dengan Pelanggan selaku Pembeli Tenaga Listrik
tersebut mencantumkan sekurang-kurangnya sbb:

a) Para Pihak;

b) Peruntukan penggunaan Tenaga Listrik;

c) Golongan Tarif;
d) Daya Tersambung ;
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e) Tegangan nominal pasokan listrik;
f) Frekuensi nominal pasokan listrik;
g) Sambungan Tenaga Listrik;

h) Hak dan Kewajiban Pelanggan

i) Hak dan Kewajiban PLN

j) Sanksi-sanksi

Ketentuan mengenai hubungan hukum ini berpijak pada
Hukum Perdata, hal ini mengingat kedudukan PT. PLN (Persero)
adalah Badan Usaha Milik Négara (Recf;ltspersoon), sehingga PT.
PLN (Persero) dapat melakukan Pérbuafén Hukum Perjanjian Jual
Beli Tenaga Listrik berdasarkan pasal-pasal yang mengatur prinsip-
prinsip dasar berkontrak dalam Hukum Perdata.

Perjanjian diartikan sebagai peristiwa dimana salah satu
pihak berjanji kepada pihak yang lain dan masing-masing berjanji
melaksanakan suatu hal, sehingga menimbulkan adanya hubungan
hukum antara para pihak yang lazim disebut sebagai perikatan.
Berdasarkan pasal 1233 BW, hubungan hukum antara PT. PLN
(Persero) dengan pelanggan terjadi adanya perjanjian yang
melahirkan perikatan antara para pihak .

“ Perikatan jual beli menunjukkan bahwa dari salah satu

pihak perbuatannya dinamakan Penjual, sedangkan dari pihak yang
lain dinamakan Pembeli” 7

7 Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
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Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT. PLN
(Persero) dengan pelanggan ini, walaupun secara formal mengikuti
ketentuan Hukum Perdata namun isi Perjanjian masih ditentukan
sepihak oleh PT. PLN (Persero) berdasarkan delegasi kewenangan
yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Ketenagalistrikan.

Semua Perjanjian 37éng dibua}? secara sah tersebut tentu
mengikat para pihak dan mempunyéi akibat hukum bagi salah satu
pihak yang melakukan pelanggaran, karenanya kedudukan
perjanjian itu bagi para pihak sama persis seperti undang-undang
bagi para pihak. R Subekti berpendapat, bahwa pasal 1338 BW
mengandung azas kebebasan dalam membuat perjanjian (azas
kebebasan berkontrak) atau menganut system terbuka.

Penekanan kata “semua” yang ada didepan kata-kata “perjanjian”:
seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyrakat tentang
diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan perjanjian

dibuat secara sah dan perjanjian tersebut akan mengikat mereka
yang membuatnya seperti undang-undang 8

8 R Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hal 16-17

Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan . . .
Tesis Wahyu Supriadi



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 34

Sedangkan pengertian perjanjian jual beli adalah suatu
perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar
yang telah dijanjikan (Pasal 1457 BW). dan berdasarkan pasal 1458
BW mengenai azas konsensualisme, perjanjan jual beli diatas
sebenarnya telah terjadi pada saat permohonan calon pelanggan yang

. %
telah disetujui oleh PT. PLN (Persero), mes:kipun saat itu aliran listrik

belum disalurkan oleh PLN dan biayé yarig ditetapkan belum dibayar
oleh calon pelanggan, sebenarnya pada saat itu PT. PLN (Persero)
telah terikat untuk menyalurkan tenaga listrik ke persil/rumah calon
pelanggan, sedangkan bagi calon pelanggan, pada saat itu juga telah
terikat untuk membayar sejumlah biaya penyambungan ataupun
uang jaminan langganan yang telah ditetapkan berdasarkan
ketentuan yang berlaku di PLN, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 1458 BW yang menentukan :

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak
seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang
kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum
diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Dalam perjanjian jual beli, selain adanya kata sepakat antara

penjual dan pembeli, terdapat suatu hal yang harus ada agar jual beli

dianggap telah terjadi, yaitu adanya penyerahan. Perjanjian jual beli
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mempunyai sifat obligatoir yaitu jual beli belum memindahkan hak
milik benda yang dijualbelikan tanpa adanya penyerahan.

lvaenurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual
beli itu belum memindahkan hak milik, jual beli itu baru
memberikan hak dan meletakan kewajiban pada kedua belah pihak,
yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut
diserahkannya hak milik atas bé'rang yang!.i dijual?

Didalam Perjanjian jual beli seléin adanya kata sepakat,
harus juga dikuti dengan dengan penyerahan obyek jual beli yang
dalam bisnis ketenagalistrikan objeknya berupa aliran listrik. Dengan
adanya penyerahan obyek jual beli, maka pada saat itu juga telah
beralilah hak milik atas barang dari pihak penjual kepada pihak
pembeli.

Dalam perjanjian jual beli yang melibatkan pihak penjual dan
pembeli, akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan
kewajibannya. Kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli adalah
menyerahkan barang kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan Pasal
1474 BW yang menentukan, pihak penjual mempunyai dua

kewajiban utama, yaitu  menyerahkan  barangnya  dan

° Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001, hal 80
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menanggungnya. Pengertian menanggungnya, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 1474 BW adalah :

a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan
tenteram.

b. Menjamin terhadap adanya cacat barang tersebut yang
tersembunyil0

Selanjutnya kewajiban pihak pem%beli dalam perjanjian jual
beli adalah membayar harga bafang yang%- dibeli sesuai dengan yang
diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal i513 BW yang menentukan:

“Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga
pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan
menurut perjanjian”.

Dalam perjanjian jual beli, obyek yang diperjanjikan meliputi
barang bergerak dan barang tidak bergerak. Untuk barang bergerak
dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barang tersebut.
Sedangkan untuk barang tidak bergerak disertai dengan suatu
perbuatan hukum lain yaitu balik mana.

Seperti halnya perjanjian jual beli secara umum
mensyaratkan adanya subyek hukum dalam perjanjiannya, maka
demikian juga pada dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang

dibuat dilingkungan PT. PLN (Persero) terdapat pula 2 (dua) subjek

19 Ibid. hal 83-84
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hukum, yaitu Pihak penjual yaitu PT. PLN (Persero) yang terakhir
didirikan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nompor 23
Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM)
Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan dengan
Akta Notaris 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahanya,
sedangkan pembeli tenaga listrik atau yang disebut juga dengan
pelanggan adalah setiap *6rang at:hu Badan Usaha yang
menggunakan tenaga listrik dari instalasi;i’LN berdasarkan atas alas
hak yang sah.

Dalam sisi format/subtansinya, hubungan hukum antara
PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dibuat dalam berbentuk
perjanjian baku yang telah disusun dalam suatu format tertentu
dalam bentuk semacam formulir/isian. Secara umum, klausula
baku yang dimuat dalam perjanjian baku memang tidak dilarang dan
tetap berlaku bagi para pihak yang bertransaksi jual beli tenaga
listrik, tetapi yang secara tegas dilarang hanyalah pencantuman
klausula baku yang membebaskan, membatasi atau mengalihkan
tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain (konsumen) yang
pada gilirannya akan memberatkan atau merugikan pihak konsumen

akibat adanya pencantuman klausula baku tersebut.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen memberlakukan larangan pencantuman
klausula baku bagi 8 (delapan) kategori negatif klausula baku yang
pada prinsipnya merugikan konsumen, termasuk juga klausula
baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca
secara jelas atau pengungkapanya sulit dimengerti!! . Klausula baku
yang merugikan konsumen yang'ldimaksud‘; adalah :

a. Apabila dikemudian hari ternyata pembeli tidak bersedia/tidak
jadi menanda tangani surat perjanjian kontrak listrik atau tidak
melunasi pembayaran sesuai jadual yang telah ditentukan, maka
jual beli/kontrak menjadi batal atau karena satu dan lain hal
mengakibatkan pembelian ini menjadi batal, maka dikenakan
sanksi administrasi dari nilai transaksi ditambah PPN dan PPh
yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan atau jika
pembayarannya belum mencapai 20%, maka seluruh pembayaran
yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan (Menolak
penyeraan kembali uang - Pasal 18 ayat (4) huruf c).

b. Apabila konsumen dalam membayar dengan mempergunakan
fasilitas ATM maka keterlambatan pembayaran oleh Bank kepada
PLN akan menjadi tanggungan konsumen (Pengalihan Tanggung
Jawab pelaku usaha- pasal 18 ayat (4) huruf a).

c. Untuk pengalihan hak akan dikenakan biaya dan harga
pemasangan yang berlaku pada saat pengalihan dengan
persetujuan konsumen dengan PLN

d. Bilamana terdapat tunggakan rekening, tagihan susulam
pemakaian tenaga listrik tidak sah dan biaya-biaya lain yang

! Pedoman Klausula Baku di Bidang Kelistrikan, Direktorat

Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2002, hal 31- 35
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belum dilunasi oleh pemilik lama pada persil tersebut, maka
semua tunggakan/tagihan susulan biaya tersebut menjadi beban
tanggung jawab kami dan segera akan kami lunasi (Penyerahan
tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 18 ayat (1) huruf a)

e. Apabila PLN telah melakukan kegiatan fisik untuk pengembangan
listrik maka bangunan pada persil tersebut harus dibongkar
karena da peraturan pemerintah/keputusan pengadilan, maka
kami tidak akan menuntut pengembaian biaya penyambungan
(pelaku usaha menolak penyerahan kembali uang, Pasal 18
ayat (1) huruf c)

f. Apabila terjadi penghentian penyeleéaian tariff listrik karena
alasan musim kemarau panjang, kerusakan pembangkit listrik,
pekerjaan pemeliharaan material peralatan listrik, maka pihak
pelangggan tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk
apapun juga kepada pihak PLN (Pengalihan tanggung jawab
pelaku usaha, Pasal 18 ayat (1) huruf a)

g. Perubahan biaya keterlambatan dengan biaya keterlambatan yang
baru ditetapkan oleh pihak PLN, dan akan berlaku dengan
sendirinya tanpa dibuatkan amademen dan diberitahukan secara
tertulis kepada pelanggan dan pemberitahuan tersebut mengikat
kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari perjanjian ini (Menyatakan tunduknya konsumen kepada
aturan baru, tambahan lanjutan atau perubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam mana konsumen
memfaatkan jasa Pasal 18 ayat (1) huruf g)

h. Apabila salah satu pihak melakukan pemutusan perjanjian, kedua
belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal
1266 dan 1267 KUH Perdata (Pengungkapannya tidak jelas/sulit
dimengerti karena kosnumen tidak mengetahui isi pasal 1266-
1267 KUH Perdata , Pasal 18 ayat (2)

Dalam kenyataanya PT. PLN (Persero) hingga saat ini
masih mencantumkan klausula baku dalam setiap perjanjian jual

beli tenaga listriknya, hal ini sebenarnya merupakan pelangaran

terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang
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Perlindungan Konsumen, Klausula yang demikian itu bisa saja
dianggap batal demi hukum dan pihak konsumen bisa menggugat ke
Pengadilan agar hakim dapat memberi keputusan/penetapan
tentang batalnya perjanjian itu. Untungnya selama ini belum ada
pelanggan yang meminta pembatalan perjanjian melalui gugatan di
Pengadilan.

Meskipun dalam perjanjian jur%l beli tenaga listrik telah
memuat berbagai macam hak dan kewaji‘san para pihak, ketentuan
klausukabta dibuat sepihak oleh PLN berdasarkan ketentuan internal
PLN yang mendasarkan pada peraturan perundang undangan yang
berlaku, sehingga seringkali kedudukan dari kedua belah pihak
berada dalam suatu negosisai yang tidak seimbang yang pada ujung-
ujungnya perjanjian tersebut kurang mengutungkan salah satu pihak
yaitu pelanggan listrik. Pihak konsumen/calon pelanggan selalu
dihadapkan pada posisi tawar (bargaining position) yang lemah
sehingga tidak mempunyai pilihan lain antara menolak atau
menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Jika dikaji lebih dalam dari
sisi yang lain utamanya bagi kepentingan pelaku usaha (PLN) , model
perjanjian/kontrak standard yang diberlakukan PLN terhadap
calon/pelanggannya ini sebenarnya merupakan respon yang wajar

terhadap interaksi yang terjadi diantara para pelaku bisnis,
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meskipun isi perjanjianya sebagian besar memuat klausula-klausula
yang hanya memberikan perlindungan kepada kepentingan pelaku
usaha (PLN), sedangkan kepentingan konsumen kurang diperhatikan
atau dengan kata lain isi perjanjian yang diberlakukan PLN terhadap
pelanggannya tersebut lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha
dan kewajiban-kewajiban konsumen saja, daripada hak-hak
konsumen maupun kewajiban-kewajiban }:;,;elaku usaha.

Model Perjanjian/ Kontrakstand:ar yang dibuat PLN adalah
merupakan model yang amat ideal, karena pada umumnya sudah
matang tersaji, bahkan siap langsung ditanda tangani para pihak jika
semua persyaratan telah dipenuhi, sayangnya dalam prespektif
kepentingan pelanggan tentu akan menimbulkan penilaian adanya
ketidak seimbangan kepentingan antara hak/kewajiban PLN maupun
hak/kewajiban Pelanggan bahkan dianggap tidak adil bagi
pelanggan.

Adanya Perjanjian/Kontrak standard tersebut sering kali
menimbulkan polemik mengenai keberadaannya terutama apabila
dihubungkan dengan soal keseimbangan para pihak dalam

berkontrak. Pihak pelanggan listrik dalam perjanjian jual beli selalu
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dihadapkan pada ketentuan-ketentuan/klausula baku!? yang tidak
bisa diubah-ubah sesuai keinginan konsumen, tetapi justru pihak
pelaku wusaha yang lebih “berkuasa” dalam memaksanakan
kehendaknya yang dituangkan dalam klausula-klausula dalam
perjanjiannya..

Model perjanjian s tandard cenderung bernuansa berat
sebelah dan tidak memberikan alternatifi lain kepada pihak yang
lemah, tidak ada satu pilihan lain kecua’ii “take it or leave it’. Hal
semacam ini merupakan konsekuensi logis dari pola pikir dan
pemahaman yang ada selama ini mengenai azas kebebasan
berkontrak, hal ini bisa terjadi karena pemahaman “miringya” sudah
terlanjur di bingkai oleh pemahgman bahwa dalam berkontrak akan
saling berhadapan lawan kontrak, tetapi bukan mitra dalam kontrak
yang selalu berjalan seiring dan saling menguntungkan.

Kekeliruan dalam memahami filosofi azas kebebasan
berkontrak harus segera diluruskan dari pemahaman yang

sewajarnya. Azas kebebasan berkontrak sebenarnya dimaksudkan

2 Klausula Baku yang dimaksud merujuk pengertian yang tercantum pada
Pasal 1 Angka 10 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen
dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
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menempatkan para pihak yang berkontrak dalam posisi yang
seimbang. Azas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling
berlawanan yang saling menjatuhkan, tetapi justru sebaliknya azas
ini menempatkan para pihak dalam perjanjian sebagai partner (mitra
kontrak) .

Melalui pemahaman semacam ini, konstruksi hukum
terhadap konsep yang terpola ‘di benak lt!para pihak adalah bahwa
dalam membuat kontrak dengan fnitrar;ya itu harus diupayakan
untuk selalu memikirkan bagaimana agar selain salah satu pihak
bisa aman dan diuntungkan dengan kontrak itu, pihak yang lain
tersebut juga memperoleh hasil dan manfaat yang sama seperti pihak
lainya.

Alangkah idealnya jika konsep pemahaman seperti ini
dapat dikembangkan di antara para pelaku bisnis (tak terkecuali
dalam bisnis ketenagalistrikan), sehingga harapanya bisa menjadi

suatu simbiosis mutualisme diantara para pihakdalam dunia bisnis.

2.2 Prosedur Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT. PLN
(Persero) dengan pelanggan listrik dilakukan melalui beberapa

tahapan prosedur sebagai berikut:
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a. Untuk mendapatkan penyambungan baru atau penambahan daya
listrik, calon pelanggan/pelanggan mengajukan permintaan
secara lisan atau tertulis ke PT. PLN (Persero) dengan mengisi
formulir yang telah disediakan oleh PT. PLN (Persero).

b. Melalui permohonan tersebut kemudian dilakukan survey oleh PT.
PLN (Persero) kelokasi dimana calon pelanggan ingin meminta
penyambungan tenaga listrik/penambahan daya.

c. Berdasarkan hasil survey apabila permohonannya dapat dipenuhi,
maka PT. PLN (Persero) akan mengeluarkan Surat I[jin
Penyambungan (SIP). Dengan SIP tersebut ditetapkan besarnya
uang jaminan langganan listrik berdasarkan tarif dasar listrik
yang berlaku. Surat ljin Penyambungan dari PT. PLN (Persero)
tersebut diserahkan kepada calon pelanggan.

d. Calon pelanggan menghubungi instalatir resmi untuk memasang
instalasi listrik dirumahnya.

e. Setelah instalasi terpasang, calon pelanggan atau pelanggan
membayar kepada instalatir, kemudian instalatir menyerahkan
gambar instalasi untuk pelanggan PT. PLN (Persero).

f. Calon pelanggan datang lagi ke PT. PLN (Persero) untuk membayar
biaya penyambungan dan uang jaminan langganan serta
menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga Isitrik atau
formulir pernyataan yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).

g. PT. PLN (Persero) menyambungkan listrik ke rumah calon
pelanggan atau pelanggan, dan sejak saat itulah calon pelanggan
menjadi resmi berlangganan listrik pada PT. PLN (Persero).

Dalam perjanjian tersebut, PT. PLN (Persero) selaku pelaku
usaha dalam bidang ketenagalistrikan telah mengikatkan diri dalam
perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga

listrik meliputi penyaluran, dan pendistribusianya dengan jumlah

dan mutu yang memadai. Demikian juga dengan pelanggan atau
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konsumen listrik yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian
tersebut adalah dengan membayar uang dalam jumlah tertentu
sesuai dengan kesepakatan.

Seperti yang telah diuraikan diatas, perjanjian jual beli tenaga
listrik tersebut sebenarnya telah terjadi pada detik terjadinya
kesepakatan antara kedua pihak, yaitu pada saat permohonan calon
pelanggan disetujui oleh PT. PLN (Persero)i, meskipun saat itu listrik
belum terpasang dan biaya belum dibayé;r. Pada saat itu, PT. PLN
(Persero) telah terikat untuk menyambungkan listrik ke persil/rumah
calon pelanggan, sedangkan calon pelanggan juga terikat untuk
membayar biaya penyambungan ataupun uang jaminan langganan
dan biaya lain yang ditetapkan oleh PLN.

2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan

Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) hak
dan kewajiban baik bagi PT. PLN (Persero) maupun bagi Pelanggan
telah ditentukan sepihak berdasarkan Peraturan Perundang-undang
yang berlaku. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ; Ketentuan tentang
Hubungan antara PKUK dan PIUK untuk kepentingan umum dengan

masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, khususnya yang
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menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diatur
dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989
Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Masyarakat
yang memanfaatkan tenaga listrik (pelanggan listrik) mempunyai
kewajiban mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan
yang ditetapkan oleh Menteri yang dalamé hal ini adalah Peraturan
Menteri Pertambangan dan Energi Noﬁor 02.P/451/M.PE/1991
tentang Hubungan PKUK dan PIUK Untuk Kepentingan Umum
dengan Masyarakat.

Ketentuan mengenai pengenaan pengenaan biaya
keterlambatan, Tagihan Susulan (TAGSUS) dan Pemutusan
Sementara (TUSRA) dan Pemutusan Rampung (TUSPUNG) diatur
dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000
tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik,
Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik (P2TL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No. 02P/451/M.PE/ 1991, Ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut
memuat kewajiban pelanggan antara lain :

a. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan;

b. Menjaga keamanan alat pembatas dan atau alat pengukur
pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan;
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c. Menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukkannya;

d. Mengizinkan pengusaha  untuk  melaksanakan haknya
sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini,
yaitu antara lain : "Memasuki tempat umum atau bangunan atau
persil peminta tenaga listrik, memasuki tempat instalasi yang
digunakan oleh masyarakat, dan menggunakan untuk
sementara waktu atau setiap dipergunakan, untuk melakukan
pekerjaan penyediaan/ penyambungan tenaga listrik dan untuk
melakukan pekerjaan penyediaan / penyambungan tenaga listrik
dan pemeriksaan instalasi pengusaha, dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A
Disamping mempunyai hak dan kewajiban, tetapi oleh
karena kedudukan PT. PLN (Persero) merupakan satu-satunya

Pemegang Kuasa Usaha Ketenaglistrikan (PKUK) di Indoensia, maka

berdasarkan Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985

Tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa untuk kepentingan

umum, PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan usaha penyediaan

tenaga listrik diberi kewenangan untuk :

1). melintas sungai atau danau baik diatas maupun dibawah
permukaan

2). melintas laut baik diatas maupun dibawah permukaan; dan
3). melintas jalan umum dan jalan kereta api

Sedangkan pada Pasal 11 (2) nya disebutkan bahwa sepanjang
tidak bertentangan dan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum, PT. PLN

(Persero) juga diberi kewenangan untuk :
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1). masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya
untuk sementara waktu;

2). menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;

3). melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas
atau di bawah tanah;

4). memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya,
dimana dalam pelaksanaan semua kegiatan tersebut PT. PLN

(Persero) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak
yang berhak atas tanah, bangunan, dap/atau tanaman.
- i

{

Berdasarkan Peraturan Perrierintéh Nomor 03 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk Kepentingan Umum
dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk :

e Pasal 25 ayat (1)
a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh
masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat

sambungan listrik;

b. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian
penyambungan listrik oleh konsumen; dan

c. mengambil tindakan penertiban atas perjanjian tenaga listrik
secara tidak sah.

e Pasal 25 ayat (2)

PKUK untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik

wajib :
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a. memberikan pelayanan yang baik;

b menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu
dan keandalan yang baik;

c. memberikan perbaikan, apabila ada gangguan listrik;
d. bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap
nyawa kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya;

dan ;

e. melakukan pengamanan instalasi l;etenagahstnkan terhadap
bahaya yang timbul J

'i

Hak dan kewajiban selain diatur dalam perundang-undangan,
juga diatur dalam pernjanjian jual beli tenaga listrik yang ditetapkan
secara standard berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
No.109.K/010/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 tentang
Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga
Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero). Sesuai persyaratan yang
ditentukan dalam Peraturan Menteri tersebut diatas, ketentuan
Direksi tersebut telah disahkan dengan surat Direktur Jenderal
Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97
tanggal 19 Desember 1997.

Hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli

Tenaga Listrik (PJBTL) tersebut diatas adalah sbb :

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

e Pasal 16 (Hak Pelanggan):
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1. Pelanggan mempunyai hak mendapatkan

a. pelayanan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan
standar mutu keandalan yang baik;

b. pelayanan perbaikan dengan segera terhadap gangguan dalam
rangka penyediaan Tenaga Listrik atau terhadap penyimpangan
atas mutu Tenaga Listrik;

c. pelayanan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik

' Y

- {

2. Pelanggan berhak mendapatkan konpensasi berupa reduksi Biaya
Beban atas pengentian penyaluran Tenaga Listrik yang
berlangsung terus menerus melebihi waktu 3x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, kecuali jika penghentian itu disebabkan hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ¢ dan d
Keputusan ini
(Pasal yang mengatur informasi mengenai rencana pemadaman
atau pemutusan aliran listrik dalam waktu 1x24 jam sebelum
pelaksanaan pemadaman dan membahayakan keamanan daerah
atau keamanan Negara atau Atas perintah Pengadilan)

¢ Pasal 17 (Kewajiban Pelanggan)

1) Calon Pelanggan wajib menyediakan tempat/ruang yang
memenuhi syrat untuk peletakan peralatan instalasi milik PLN
yang diperlukan dalam penyeluran Tenaga Listrik kepada
Pelanggan yang bersangkutan

2) Ketentuan tentang penyerahan hak menggunakan
tempat/ruang tanah tersebut diatur tersendiri oleh Direksi.

3) Calon Pelanggan/Pelanggan wajib memberikan ijin kepada PLN
untuk :

a. Memasuki ataupun melintas di atas atau di bawah
persil/bangunan sesuai peraturan yang berlaku
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b. Memasng Sambungan Tenaga Listrik (“SL”) yaitu penghantar
di bawah atau diatas tanah termasuk peralatannya sebagai
bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara
Jaringan tenaga Listrik (JTL)) milik PLN dengan Instalasi
pelanggan;

c. Memeriksa dan menertibkan instalasi PLN yang terpasang
pada persil/bangunan pelanggan;

d. Melakukan pekerjaan, memperbaiki, merubah dan
mengambil sebagian atau seluruh Sambungan Tenaga
Listrik (SL);

*

\
i
L

e. Menebang atau memotong pohon-pohon/tanaman pada
persil/bangunan Pelanggan yang dapat membahayakan
atau mengganggu kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik

e Pasal 18

Pelanggan berkewajiban untuk :

a. Menjaga Instalsi PLN yang terpasang di persil dan atau
bangunan Pelanggan dalam rangka penyaluran Tenaga Listrik
kepadanya agar selalu dalam keadaan baik dan segera
melaporkan bila ditemukan kelainan atau kerusakan;

b. Menggunakan Tenaga Listrik sesuai kalsifikasi golongan tariff
yang ditetapkan;

c. Menjaga penggunaan Piranti Tenaga Listrik sehingga
memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Keputusan ini (goncangan
tegangan pada Titik Penyambungan Bersama akibat
penggunaan Piranti Tenaga Listrik milik Pelanggan)

e Pasal 19
Pelanggan berkewajiban melunasi tagihan/tagihan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 14 Keputusan ini (Tagihan Biaya

Penyambungan (BP), Uang Jaminan Langganan (UJL), Tagihan
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Listrik, Biaya Keterlambatan dan Tagihan Susulan) dengan cara,

jumlah dan jadwal sebagaimana yang berlaku di PLN

HAK DAN KEWAJIBAN PT. PLN (Persero)

e Pasal 20 (Hak memasuki persil dan Bangunan Pelanggan)
1) Dalam rangka penyediaan dan penyaluran tenaga Listrik

kepada Pelanggan, PLN bérhak : - },

1. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun dibawah
permukaan;

2. Melintasi laut baik diatas maupun di bawah permukaan;

3. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;

4. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan
menggunakannya untuk sementara waktu;

5. Menggunakan tanah, melintas di atas atau dibawah tanah;

6. Melintas di atas atau dibawah bangunan yang dibangun di
atas atau dibawah tanah;

7. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang
menghalanginya

2) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan hak-hak tersebut ayat
(1) Pasal ini akan diatur dan dilaksanakan dengan mem-
perhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

e Pasal 21 (Hak Menghentikan Penyaluran Tenaga Listrik)

1) PLN berhak menghentikan penyaluran Tenaga Listrik seketika jika
terjadi salah satu dari hal-hal sbb :

e Terjadi force majeur

e Pemutusan sementara sesuai ketentuan dalam perjanjian

Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan . . .

Tesis Wahyu Supriadi



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 53

e Penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan

e PT. PLN (Persero) mengalami kekurangan penyediaan tenaga
listrik diakibatkan musim kemarau panjang, kerusakan mesin
pembangkit tenaga listrik, pekerjaan pemeliharaan material
peralatan listrik, maka PT. PLN (Persero) akan memberitahukan
kepada pelanggan dan berhak mengurangi besarnya daya yang
dimaksud atau melakukan penghentian penyaluran tenaga
listrik dengan mempertimbangkan kemungkinan teknis yang
ada

' 3
e Pada waktu beban puncak yang sc‘?waktu—waktu memerlukan
pemadaman. ‘ K

2. PT PLN (Persero) berhak melakukan pekerjaan pengoperasian,
pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan, rehabilitasi
instalasi dan atau peralatan milik PT. PLN (Persero) dan
memeriksa instalasi milik pelanggan setiap saat bila dipandang
perlu.

2. PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemadaman atau
penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan
pekerjaan tersebut di atas setelah memberitahukan kepada
pelanggan 1x24 jam sebelumnya. Kecuali apabila dalam keadaan
force majeur, terjagi gangguan tau kerusakan mendadak pada
saluran listrik dan alat pengukur dan pembatas PT. PLN (Persero).

3. PT. PLN (Persero) berhak menjual tenaga listrik kepada
pelanggan/pembeli lain dari instalasi milik PT. PLN (Persero) yang
berada ditanah pelanggan dengan ketentuan bahwa sambungan
baru tersebut tidak akan mengurangi keandalan penyaluran
tenaga listrik kepada pelanggan.

4. PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara
penyaluran tenaga listrik apabila pelanggan terlambat membayar
tagihan listrik bulanan.

5. Apabila dalam jangka waktu 60 hari pelanggan tidak dapat
melunasi pembayaran tagihan listrik bulanan atau biaya
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penyambungan dan atau uang jaminan pelanggan, maka PT. PLN
(Persero) berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak.

6. PT. PLN (Persero) berhak melakukan penertiban pemakaian tenaga
listrik oleh pelanggan.

e Pasal 25

1. PT. PLN (Persero) bertanggung jawab atas kerugian terhadap jiwa,
kesehatan dan atau barang yang rusak sebagai akibat
kelalaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- {

2. Dalam hal terjadi pemadaman secara terus menerus yang
melewati batas 3x24 jam, maka PLN memberikan reduksi atas
beaya beban yang diperhitungkan dengan Tagiha Listrik bulan
yang bersangkutan keculai bila penghentian penyaluran Tenaga
Listrik itu disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) huruf ¢ dan d keputusan ini ( membahayakan
keamanan daerah atau keamanan Negara atau Atas perintah
Pengadilan

3. Besarnya reduksi sebagaimana dimaksud pada yat (1) Pasal ini
sesuai Tarif dasar Listrik (TDL) yang berlaku

Dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah
disepakati oleh pihak-pihak tersebut, tentu akan menimbulkan hak
dan kewajiban yang harus ditaati bagi masing-masing pihak. Namun
perlu diingat bahwa hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh
masing-masing pihak, bukan hanya timbul dari perjanjian jual beli
tenaga listrik (SPJBTL) yang dibuat oleh pihak konsumen dalam hal
ini pelanggan listrik dengan pihak PT. PLN (Persero), tetapi hak dan

kewajiban bahkan adanya kewenangan PT. PLN (Persero) yang juga
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berasal atau bersumber dari delegasi kewenangan dari Pemerintah
sebagai pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) berupa

peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

2.4. Mekanisme Dalam Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa

(Choise of Forum)

Sebagai satu-satunya  Pemegang Kuasa Usaha
. |

Ketenagalistrikan (PKUK), PT. PLN,(Persé:ro) mempunyai tanggung
jawab dan kewajiban yang sangat besar Aalam memperhatikan hak-
hak konsumen listrik. Pengaturannya ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang menyebutkan
bahwa PT. PLN (Persero) bahwa Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (PKUK) dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan

(PIUK) untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik

wajib untuk :

a. memberikan pelayanan yang baik;

b. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu
dan keandalan yang baik;

c. memberikan perbaikan, apabila adan gangguan listrik;
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d. bertanggung jawab atas segala kerugian dan bahaya terhadap
nyawa, kesehatan, dan barang-barang yang timbul karena
kelalaian; dan

e. melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap
bahaya yang mungkin timbul

Kewajiban ini tentu saja dalam upaya memberikan jaminan layanan

pendistribusian tenaga listrik kepada pelanggan, namun demikian

jika dikemudian hari masih saja muncul %engketa hukum antara PT.

PLN (Persero) dengan konsumen listrik ant:ara lain disebabkan karena

salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibanya, maka penegakan

hukumnya/sanksi yang dijatuhkan kepada salah satu pihak yang
melakukan pelanggaran perjanjian itu seharusnya tetap mengacu
adanya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang telah
disepakati, tak terkecuali kesepakatan adanya klausula standard
dalam perjanjian jual beli tenaga listrik mengenai mekanisme pilihan
forum penyelesaian sengketanya. Mekanisme penyelesaian
sengketanya yang telah disepakati/ditetapkan dalam Perjanjian Jual
Beli Tenaga Listrik (PJBTL) adalah sbb :
1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Surat

Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan
dengan cara musyawarah.

2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai,
kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui
Pengadilan Negeri
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Klausula standart seperti ini selalu tertera dalam setiap
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang dasarnya telah
ditentukan sepihak dalam peraturan Direksi PT. PLN (Persero),
sedangkan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif penyelesaian
sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 49
ayat (1) Undang-undang “ Nomor éx tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen tidak 4dise;;akati para pihak dalam
perjanjian jual beli tenaga listrik, oleh karenanya jika terjadi
perselisihan maka pilihan mekanisme penyelesaian persilisihan
tetap harus mengacu pada klausula perjanjian jual beli tenaga
listrik yang dipilih/ disepakati yaitu musyawarah atau melalui
Pengadilan Negeri.

Pada sisi yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 45
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, Mekanisme dan lembaga penyelesaian telah ditentukan

sbb :

“ Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di
lingkungan peradilan umum?”
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Hal ini menunjukan bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen juga ditentukan peradilan yang
berada dilingkungan peradilan umum dalam penyelesaian
sengketanya.

Undang-undang Nomor 15 tahun 195 Tentang
Ketenagalistrikan sama sekali tidak mengatur mekanisme
penyelesaian peselisihan dan atau lemb%iga yang berfungsi untuk
menyelesaikan jika terjadi sengketa4 hukti?n antara PT. PLN (Persero)
dengan Konsumen. Penyelesaian perselisiannya jika terjadi sengketa
hukum diserahkan sepenuhnya kepada para pihak , baik PT. PLN
(Persero) maupun Pelanggan sebagaimana yang tercantum dalam
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Ketika para pihak dalam
perjanjian tersebut telah menyepakati lembaga/institusi Pengadilan
(Pengadilan Negeri) sebagai forum penyelesaian perselisihan sengketa
dan bukannya lembaga lain semisal Arbitrase atau BPSK atau
Institusi Pengadilan lain (TUN) maka demi menjamin Kkosistensi
dalam penegakan hukumnya, pilihan forum penyelesaian
sengketanya haruslah tetap melalui lembaga/instiusi Pengadilan
(Pengadilan Negeri).

Tindakan sepihak atas pelanggaran perjanjian yang kerap

dilakukan PT. PLN (Persero) terhadap pelangganya yang dituduh
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telah melakukan pelanggaran seperti yang diatur pada Pasal 25 ayat
1 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan pengenaan tagihan
susulan (TUSRA) yang biasanya diikuti pemutusan aliran listrik
smentara (TUSRA) ataupun Pemutusan rampung (TUSPUNG)
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ]?‘ huruf f Peraturan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor<02.P/:451 / M.PE /1991 tentang
Hubungan PKUK dan PIUK Untuk Kepentingan Umum dengan
Masyarakat, seharusnya tidak dipaksakan dilakukan kepada
pelanggan yang melakukan pelanggaran, karena pelanggaran
perjanjian itu sendiri pada hakekatnya harus dibuktikan melalui
lembaga peradilan terlebih dahulu agar diketahui lebih jelas dan sah
menurut hukum bahwa pelanggan telah melakukan pelanggaran
melalui putusan/penetapan hakim. Karena itu, untuk menjunjung
tinggi rasa keadilan bagi semua pihak, seharusnya PT. PLN (Persero)
tidak begitu mudah menjatuhkan sanksi sepihak untuk memvonis
bahwa pelanggan telah melakukan pelanggaran perjanjian dengan
mengenakan tagihan susulan ataupun pemutusan aliran listrik

sementara.

Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan . . .

Tesis Wahyu Supriadi



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 60

Didalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang
ditanda tangani bersama oleh dan antara PT. PLN (Persero) dengan
Konsumen/Pelanggan (Lampiran 1) telah secara jelas dan tegas
bahwa upaya terakhirnya (ultimatum remidium) jika terjadi sengketa
hukum adalah melalui lembaga Pengadilan (Pengadilan Negeri),
namun kenyataannya dari berbagai sengketa hukum yang timbul
akibat P2TL (Pengenaan tagihan susulan ‘fiataupun pemutusan aliran
listrik sepihak) seringkali tidak diseleéaikan melalui Pengadilan
Negeri melainkan diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) yang menganggap tindakan sepihak dari PLN merupakan
tindakan  administratif yang memposisikan PLN  sebagai
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, ironinya bahkan ada juga yang
diselesaikan melalui laporan tindak Pidana dengan sangkaan
tindakan pemakaian aliran listrik secara tidak ilegal (Pencurian) dari
salah satu pihak yang merasa dirugikan, padahal sangat jelas bahwa
hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggannya
adalah hubungan keperdataan murni.

Penegakan hukum yang dilakukan PT. PLN (Persero)
dalam penyelesaian peselisihan akibat P2TL dengan pendekatan
pada aspek keperdataan dengan Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik

(PJBTL) tidak konsisten dilakukan oleh PLN, padahal dengan telah-
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dibuat dan ditandatanganinya perjanjian jual beli tenaga listrik,
antara PLN dengan pelanggan, maka otomatis perjanjian tersebut
bersifat perdata biasa dan seharusnyanya pula para pihak memilih
penyelesaian sengketanya (choice of form) berdasarkan klausula
penyelesaian sengketanya sebagaimana yang sudah ditentukan dan
disepakati dalam Perjanjian jual beli tenaga listriknya, yaitu kedua

belah pihak akan menyerahkaﬁ' penyelesa\}iannya melalui Pengadilan
{

Negeri

Klausula standard tentang mekanisme dalam pilihan
forum penyelesian perselisihan tersebut ditentukan sepihak oleh PLN
(tetapi konsumen telah sepakat dan menandatanganinya) tersebut
diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 109.K/010/
DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 tentang Ketentuan Jual Beli
Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku
Di PT PLN (Persero). Keputusan ini telah disahkan dengan surat
Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor
6795/04/600.3/97 tanggal 19 Desember 1997. Dalam ketentuan ini
sehingga jika terjadi sengketa hukum antara pelanggan dengan PLN,
maka syarat komulatif yang harus ditempuh adalah melalui
masyawarah terlebih dahulu dengan pihak pelanggan, tetapi jika hal

itu tidak dapat dicapai kesepakatan penyelesaianya, tahap
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berikutnya adalah bahwa para pihak sepakat menyerahkan
permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri melalui proses gugatan
dari salah satu pihak. Pilihan akhir terhadap penyelesaian sengketa
hanya ditentukan satu lembaga peradilan umum yaitu melalui

Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri baru dapat
dilakukan oleh para pihak jika Benyelesai%n melalui musyawah telah
nyata-nyata dinyatakan tidak berhasil, “atau dengan kalimat lain
gugatan Pengadilan Negeri hanya dapat ditempuh jika upaya
musyawarah diyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau
para pihak yang bersengketa.

Didalam PJBTL yang dibuat oleh dan antara PT. PLN (Persero)
dengan Konsumen, penyelesaian sengketa melalui cara,
lembaga/peradilan lain, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
ataupun penyelesaian diluar pengadilan (melalui Alternative Dispute
Resolution/ADR ataupun melalui badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen) tidak disepakati antara para pihak, sehingga jika salah
satu pihak membawa sengketa hukum melalui penyelesaian
perselisihan yang tidak sesuai klausula standard dalam pilihan
forum penyelesaian perselisian yang disepakati dalam perjanjian jual

beli tenaga listrik , maka seharusnya ditolak oleh salah satu pihak
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yang dirugikan, kecuali ada kesepakatan baru dari para pihak yang
menghendaki hal itu, atau bagi pelanggan-pelanggan kecil (rumah
tangga) yang tidak menggunakan PJBTL.

Apabila ada salah pihak yang justru mencampur-adukan
pilihan forum penyelesaian sengketa hukum yang telah disepakati
para pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dengan forum
yang lain (misalnya melalui “ PTUN, _d;taupun melalui lembaga
Arbitrase, BANI) , maka akan fneniri';bulkan kejanggalan dan
kerancuan yang dapat mengurangi kewibawaan perjanjian/kontrak
yang telah dibuat antara para pihak 13

Penyelesaian perselisihan secara damai melalui mediasi,
tetap dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, ketika salah
satu pihak telah membawa sengketa hukum itu melalui gugatan
kepada Pengadilan Negeri dengan hakim mediator yang ditunjuk
seperti yang diatur dalam SEMA Nomor 01 Thun 2002, serta PERMA

Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

13 Moch. Isnaeni, Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak sebagai
landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia, Pidato yang diucapkan pada
peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada

Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya, 16 September 2000, hal
7-8
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Hak dan Kewajiban yang harus ditaati oleh masing-masing
pihak (antara PLN dengan Pelanggan), tentunya bukan hanya dan
kewajiban yang timbul/bersumber dari peraturan perundang-
undangan saja (Undang-Undang No.15 Tahun 1985 Tentang
Ketanagalistrikan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, dan Peraturan-peraturan lainnya),
melainkan yang lebih utama ‘éiseharusnya berdasarkan
hak/kewajiban  (termasuk klausﬁla piiihan forum penyelesaian
perselisihan) yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga
listrik (PJBTL). Pengenaan sanksi sepihak yang dilakukan PLN
berupa tindakan administrasi (pengenaan tagihan susulan ataupun
pemutusan aliran listrik) yang hanya mengacu adanya delegasi
kewenanganan dari Pemerintah kepada PT. PLN (Persero) sebagai
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi
mengesampingkan klausula yang disepakati dalam perjanjian jual
beli tenaga listrik, dalam prespektif kedepan seharusnya tidak
dipaksakan dilakukan terus-menerus. Hal inilah yang akhirnya dapat
memicu  potensi konfilk hukum dikemudian hari dan dapat
menimbulkan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap

penyelesaian sengketa hukum akibat P2TL.
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BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
AKIBAT PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIKI (P2TL)

3.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga
Listrik (P2TL)

t

)
* i

Penertiban Pemakaian Tenagd Listrik (P2TL) yang
dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) adaiah merupakan tindakan
sepihak yang dilakukan oleh pegawai PLN yang diberi
wewenang/tugas khusus melalui surat perintah khusus dari
Pimpinan PT. PLN (Persero) untuk melakukan pemeriksaan terhadap
instalasi pelanggan dalam rangka melakukan penertiban pemakaian
tenaga listrik pada persil pelanggan dengan dasar hukum pada
perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a. Pasal 25 (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor .3 Tahun 2005
Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik tentang
Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1989); “Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik
berhak untuk :

1) memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh

masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat
sambungan tenaga listrik;
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2) mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian
penyambungan listrik oleh konsumen/pelanggan; dan,

3) mehgambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga
listrik secara tidak sah.

b. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentang

Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dan Pasal 26 diatur lebih lanjut oleh Menteri dan digunakan
sebagai pedoman untuk .membuat |perjanjian tertulis antara
masyarakat dengan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan
Umum”.

c. Pasal 2 (1) huruf f Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi

No: 02P/451/M.PE/ 1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan
Masyarakat;
“Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh
Pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli Tenaga listrik antara
lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan
pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan
oleh Pengusaha maksimum selama 2 bulan. Ketentuan mengenai
hal-hal tersebut di atas di tetapkan oleh Pengusaha dan disahkan
oleh Direktur Jenderal.”

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah dan

Keputusan Menteri tersebut diatas maka Direksi PT. PLN (Persero)

mengeluarkan petunjuk pelaksanaannya berupa Keputusan Direksi

PT. PLN (Persero) Nomor: 68.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban

Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan
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Sambungan Tenaga Listrik yang dijadikan landasan hukum dalam
melakukan tindakan sepihak atas pelanggaran perjanjian jual beli

tenaga listrik.

3.2 Tindakan P2TL Dalam Berbagai Aspek Hukum

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 25 (1) huruf b dan
PP No. 3 Tahun 2005 tentang{Penyediaa*g dan Pemanfaatan Tenaga
Listrik (Perubahan PP Nomor ld Tahun 19‘E89) di atas, bahwa: PT. PLN
(Persero) berhak mengambil tindakan a’tas pelanggaran perjanjian
penyambungan listrik oleh pelanggan/konsumen dan berhak
mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik
secara tidak sah. Adapun tindakan yang dilakukan oleh PT. PLN
(Persero) dalam ketentuan di atas adalah menentukan klasifikasi jenis
pelanggaran yang dilakukan pelanggan, termasuk pemutusan
sementara (TUSRA) dan Pemutusan Rampung (TUSPUNG) aliran
tenaga listrik yang diikuti dengan penetapan tagihan susulan
(TAGSUS) yang besarannya ditentukan berdasarkan ketentuan PLN.
Sedangkan mengenai tindakan penertiban yang dimaksud misalnya
pencabutan kabel-kebel yang dipasang untuk mendapatkan tenaga
listrik secara tidak sah, terutama bukan oleh pelanggan
(pencantolan). Terhadap pemakaian yang tidak sah itu sendiri pada
dasarnya dapat dilaporkan kepada pihak berwajib sebagai tindak

pidana pencurian.
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Tindakan sepihak melalui pelaksanaan Penertiban Pemakaian
Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan PT. PLN (Persero) dalam setiap
pelanggaran perjanjian jual beli tenaga listrik ini meliputi berbagai

prespektif aspek hukum yaitu :

a. Aspek Hukum Administrasi

Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
merupakan pelaksanaan fungsi administr};asi yang melekat pada PT.
PLN (Persero) dalam kedudukannya seba}éai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP No. 3 Tahun
2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Usaha,
yaitu ”

Penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan
dengan peraturan Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (PKUK) untuk melaksanakan usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan Umum”.

Berdasarkan hukum administratif maka terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan maka PT. PLN (Persero)
memberikan sanksi kepada pelanggan berupa pemberian sanksi
administrasi antara lain pengenaan tagihan susulan (TAGUS) yang
diikuti pemutusan sementara (TUSRA) dan pemutusan rampung
(TUSPUNG), dimana langkah ini lebih didasarkan pada peraturan

perundang-undangan ketenagalistrikan yang merupakan delegasi

kewenangan PT. PLN (Persero) dari Pemerintah.
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Argumentasi hukum penyelesaian sengketa dengan aspek
hukum administrasi tersebut dilakukan, pada dasarnya tidak terlepas
karena usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 1994
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara
(PERUM) menjadi Perusahaan Perseroanz sebagai Pemegang Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan yané diberikar!'g oleh Pemerintah untuk
melaksanakan usaha penyediaan tenagét listrik untuk kepentingan
umum. 14

Dalam prespetif ini, PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa
Usaha Ketegalistrikan (PKUK) dari Pemerintah, fungsi dan tugas PLN
adalah termasuk menjalankan urusan pemerintahan dalam usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang termasuk
dalam ruang lingkup hukum administrasi

Didalam menjalankan hubungan hukum antara PLN
dengan pelanggan identik juga hubungan antara Pemerintah dengan
masyarakat. Oleh karena termasuk dalam ruang lingkup hukum

administrasi, maka apabila timbul sengketa terhadap pelanggaran

14 Philipus M Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Gajah
Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal 32, Psl. 3
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pemakaian pemakaian tenaga listrik penegakan hukumnya dilakukan
dengan pengenaan denda administrasi kepada pelanggan
(dilingkungan PLN disebut tagihan susulan/tagsus) yang apabila
dalam batasan waktu tertentu tidak dibayar oleh pelanggan, maka
aliran listrik yang disalurkan ke pelanggan dihentikan sementara
sepihak oleh PLN bahkan jika tetap diselesaikan Pelanggan maka
akan diputus untuk seterusnya (berhent’t berlangganan listrik PLN).
Pengenaan ganti rugi/denda al‘tau tagiharg; susulan yang disebabkan
karena pelanggan listrik dinyatakan £e1ah melanggar peraturan
perundang-undangan ketenagalistrikan. |

Surat tagihan yang isinya merupakan denda adminitrasi
susulan dan surat pemberitahuan pemutusan listrik tersebut,
dianggap telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha
negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
memeriksa dan mengadili, karena memenuhi unsur-unsur antara
lain merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan/pejabat tata usaha negara, merupakan tindakan hukum tata
usaha negara. Surat penetapan tagihan susulan, surat pemutusan
sementara maupun surat pemutusan rampung yang dikeluarkan
pejabat PLN dinggap merupaan keputusan pejabat/badan tata usaha
negara yang bersifat kongkrit, individula, final dan mempunyai akibat

hukum sehingga memenuhi unsur-unsur sebagai objek gugatan
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bersifat kongkrit , karena sifat surat pengenaan tagiha
susulan yang dikeluarkan bersifat tertulis/kongkrit, tidak abstarak,
Individual karena surat tersebut ditujukan kepada pelanggan PLN
yang jelas nama dan alamat (bukan dituyjukan untuk umum), final
dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata, sehingga hal *i.tu merup%kan keputusan tata usaha
negara yang sah menurut hukum

Penerbitan surat tagihan susulan yang diikuti pemutusan
aliran listrik secara sepihak itu, dilakukan oleh PLN berdasarkan
hak/kewenangan PLN yang diatur dalam Pasal 25 (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 sebagai berikut : terhadap
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (dalam hal ini PLN) diberi

hak untuk:

a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh
masyarakat baik sebelum maupun sesudah mendapat
sambungan tenaga listrik;

b. mengambil tindakan tegas atas pelanggaran perjanjian
penyambungan  listrik oleh  konsumen; dan (dalam
penjelasannyaPP tersebut, yang dimaksud Tindakan adalah
antara lain pemutusan aliran tenaga listrik

¢. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik
secara tidak sah. (dalam penjelasan PP tersebut, Tindakan yang
dimaksud misalnya pencabutan kabel-kabel yang dipasang
untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah. Terhadap
pemakaian yang tidak sah itu sendiri pada dasamya dapat
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dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai tindak pidana
pencurian)

2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/451/MP/
1991 yang memberikan kewenangan kepada PLN sebagai
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk
memeriksa, mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian
penyambungan listrik dan pemakaian tenaga listrik secara tidak

) 1
sah termasuk tindakan t;émpa pem_iptusan aliran listrik (baik
sementara atau seterusnya) serta mengenakan  tagihan
susulan/ganti rugi kepada pelanggannya yang melanggar
kewajiban-kewajiban sesuai kontrak penyambungan aliran
listriknya.

3. Keputusan Direksi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.
068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban
Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan
Sambungan Tenaga Listrik

Pihak konsumen listrik yang merasa pengenaan tagsus
tidak benar atau keberatan atas tindakan PLN yang memutus aliran
listrik konsumen membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan Tata

Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis. Objek gugatan

dalam sengketa TUN ini adalah surat dari Pimpinan PLN mengenai

pemutusan aliran listrik dan pengenaan denda atau tagihan susulan

dan meminta agar mejelis hakim TUN dapat membatalkan atau
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menyatakan tidak sah terhadap penetapan tertulis berupa denda
administrasi tersebut atau pemutusan aliran listrik. Seringkali pihak
penggugat (konsumen) meminta penetapan dari pengadilan tata
usaha negara untuk membatalkan atau menunda pemutusan aliran
listrik yang dilakukan PLN sehingga pemutusan listrik yang telah
dilakukan oleh PLN dapat disambung kembali.
Sengketa tata usaha negara yang disebut dibawah ini
. Y
N ]

menunjukan bahwa meskipun para piHak telah terikat perjanjian

jual beli tenaga listrik tetapi penegakan hukum yang dilakukan masih

diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.:

1. Sengketa Tata Usaha Negara antara Pelanggan PLN, Ny. Telly
Liando Direktur Utama PT. Sinar Timur Raya Maju sebagai
Penggugat dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya
dan Tangerang sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Pusat.

Kasus posisinya sebagai berikut :

e Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga
listrik Nomor : PJN/325/Dis.Jaya/1978 tanggal 12 Januari 1989

e PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik (saat itu
istilahnya OPAL/Operasi penertiban pemakaian tenaga listrik)

e PLN menemukan fakta pelanggaran pemakaian aliran listrik berupa
“zegel kotak CT dan Kotak pembatas kawatnya putus”

e Petugas PLN mengambil Kwh meter pelanggan dan dibawa ke
laboratorium milik PLN

e Hasil penelitian laboratorium PLN, dinyatakan bahwa pelanggan
melakukan pelanggaran sehingga dinekana tagihan susulan
sebesar Rp. 56.437.960 (Lima puluh enam juta empat ratus tiga
puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)
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e PLN menerbitkan tagihan susulan dengan surat Nomor :
6728/882/ BIKEU/1992/M tanggal 13 Oktober 1992 tentang
tagihan susulan OPAL dan surat Nomor 449/Ps.K/XI/92 mengenai

surat pemberitahuan pemutusan sementara tanggal 6 Nopember
1992

e Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN secara
sepihak memutus aliran listrik pelanggan tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu.

e PLN dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta Nomor : 03/G/
1993/LST/PTUN.Jkt. Tanggal 16 September 1993

o PT. PLN (Persero) sebagai tergugat mengajukan eksepsi kompetensi
absolute bahwa sengketa tersebut merupakan wewenang
Pengadilan Negeri, tetapi majelis hakim justru memerintahkan
kepada Tergugat (PLN) untuk menunda pemutusan
rampung/pembongkaran dan pembatalan kontrak sambungan
listrik ditempat Penggugat hingga putusan dalam perkara ini
memperoleh kekuatan hukum tetap

» Eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat ditolak (merupakan
kompetensi absolute PTUN)

¢ Dalam Pokok perkara, mengabulkan seluruh gugatan Penggugat

e Menyatakan batal surat Tergugat (PLN) Nomor : 6728/882/ BIKEU
/992/M tanggal 13 Oktober 1992 tentang tagihan susulan OPAL
dan surat Nomor 449/Ps.K/XI/92 mengenai surat pemberitahuan
pemutusan sementara tanggal 6 Nopember 1992

* Memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan dalam
keadaan semula aliran listrik yang telah dibongkar rampung oleh
tergugat ditempat Penggugat

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 57/B/
1994 /PT.TUN. JKT.

Menguatkan putusan Pengadilan tata usaha negara Jakarta dan tetap
menyatakan batal surat Tergugat (PLN) Nomor : 6728/882/
BIKEU/1992/M tanggal 13 Oktober 1992 tentang tagihan susulan
OPAL dan surat Nomor 449/Ps.K/XI/92 mengenai surat
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pemberitahuan pemutusan sementara tanggal 6 Nopember 1993 dan
memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan dalam
keadaan semula aliran listrik yang telah dibongkar rampung oleh
tergugat ditempat Penggugat

PT. PLN (Persero) sebagai Tergugat tetap melakukan upaya hukum
dengan mengajukan kasasi ke Mahakamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180K/TUN/1994 Tanggal
29 Agustus 1997 '

e Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (PLN) dan
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Nomor : 57/B/1994/PT.TUN. JKT. Tahggal 3 Oktober 1994 dan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
03/G/1993/LST/ PTUN.Jkt. tanggal 16 September 1993

¢ Menolak gugatan Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan
tata usaha negara Jakarta dan tetap menyatakan batal surat
Tergugat (PLN) Nomor : 6728/882/BIKEU/1992/M tanggal 13
Oktober 1992 tentang tagihan susulan OPAL dan surat Nomor
449 /Ps.K/XI/92 mengenai surat pemberitahuan pemutusan
sementara tanggal 6 Nopember 1993 dan memerintahkan kepada
tergugat untuk mengembalikan dalam keadaan semula aliran
listrik yang telah dibongkar rampung oleh tergugat ditempat
Penggugat

Kesimpulan dalam perkara ini, meskipun PT. PLN (Persero)

merupakan pihak yang kalah, tetapi sengketa ini merupakan

sengketa TUN sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang

memeriksa dan mengadili sengketa akibat P2TL

2. Sengketa Tata Usaha Negara antara Asia Plastik Industri dh.
Metro Plastik melawan Manajer PT. PLN (Persero) DKI Jakarta
Raya dan Tangerang

Kasus posisinya sebagai berikut :

e Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga
listrik
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dipertahankan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
59/B/1994 /PT.TUN. JKT Tanggal 23 Maret 1998.

e Dalam pemeriksaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta memberi putusan : Menguatkan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan alas an
pertyimbangan dan putusan hakim pertama dinilai sudah benar,
sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi
sendiri dalam memutus “ sengketa TUN” yang dimohonkan
banding.

- !

- {
Putusan Mahkamah Agung RI Normhor : 300.K/TUN/1998
Tanggal 16 Agustus 1998 :

e Dalam tingkat kasasi, mahkamah Agung dalam putusannya
bahwa judex facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan
hukum atas sengketa ini, sehingga putusan jJudex facti tersebut
dibatalkan sekaligus menolak gugatan Penggugat dengan
membatalkan putusan Judex Facti baik PTUN maupun PT. TUN

e Putusan mahkamah agung tersebut diasari oleh pertimbangan
hukum yang intinya sbb:

a. Menurut Peraturan Ketenagalistrikan, pelanggan diwajibkan
menjaga dan memelihara keamanan instalasi listrik milik PLN
dan bertanggung jawab atas instalasi PLN tersebut

b. Kelinan dan atau kerusakan pada kWh meter yang terjadi di
pelanggan menurut peraturan PLN menjadi tanggungf jawab
pelanggan (dhi Termohon Kasasi) karenanya PLN berwenang
untuk mengenakan biaya/tagihan susulan OPAL terhadap
pelanggan.

3. Sengketa Tata Usaha Negara antara Kepala PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Utara melawan PT.
Ikan Kakap, Surabaya

Kasus posisinya sebagai berikut :

¢ Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga
listrik
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e PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik
e PLN menemukan fakta pelanggaran perjanjian

e Petugas PLN mengambil Kwh meter pelanggan dan dibawa ke
laboratorium milik PLN

¢ Hasil penelitian laboratorium PLN, dinyatakan bahwa pelanggan
melakukan pelanggaran sehingga dikenakan tagihan susulan
sebesar Rp. 198.956.860 (Seratus sembilan puluh delapan juta
sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enampuluh
rupiah)

¢ Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN secara
sepihak memutus aliran listrik pelanggan .

¢ PLN dianggap melakukan tindakan sew'enang-wenang

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 121/G/
TUN/2000/PTUN.SBY Tanggal 23 April 2001

e PT. PLN (Persero) sebagai tergugat mengajukan eksepsi kompetensi
absolute bahwa sengketa tersebut merupakan wewenang
Pengadilan Negeri, tetapi majelis hakim justru memerintahkan
kepada Tergugat (PLN) untuk menunda pemutusan
rampung/pembongkaran dan pembatalan kontrak sambungan
listrik ditempat Penggugat hingga putusan dalam perkara ini
memperoleh kekuatan hukum tetap dengan Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 121.K/PEN.TUN/
2000/PTUN.SBY tanggal 21 Desember 2000 tentang penundaan
keputusan tata usaha negara berupa surat tagihan susulan OPAL
NO. 000018 tanggal 1 Desember 2000

e Eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat ditolak (tetap
merupakan kompetensi absolute PTUN)

¢ Dalam Pokok perkara, menolak gugatan Penggugat seluruhnya
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Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
82/B/TUN/2001 /PT.TUN. SBY Tanggal 20 September 2001

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.
121/G/TUN/200/PTUN. SBY tanggal 23 April 2001 dan tetap
menyatakan batal surat Tergugat (PLN) tentang tagihan susulan OPAL
dan surat mengenai surat pemberitahuan pemutusan sementara
tanggal dan memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan
dalam keadaan semula aliran listrik yang telah diputus oleh Tergugat.

PT. PLN (Persero) sebagai Tergugat tetap melakukan upaya hukum
dengan mengajukan Kasasi ke Mahakamah Agung.

‘ 13
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : !',322.K/TUN/ 2002 Tanggal
31 Juli 2003 -

e Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi
(Tergugat/Kepala PT. PLN Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang
Surabaya Utara) sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 September 2001
Nomor : 82/B/TUN/1994/PT.TUN. SBY. yang mebatalkan
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 April
2001 Nomor : 121/G.TUN/200/PTUN/PTUN.SBY, dan mengadili
sendiri sebagai berikut :

e Dalam Eksepsi, Menolak Ekksepsi Tergugat
e Dalam Pokok Perkara:
e Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
¢ Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya No. 121.K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 21
Desember 2000 tentang penundaan keputusan tata usaha
negara berupa surat tagihan susulan OPAL NO. 000018
tanggal 1 Desember 2000

4. Sengketa antara Wendy Hendrata melawan Kepala PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanana dan Jaringan
Gresik

Kasus posisinya sebagai berikut :

e Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga
listrik
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e PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL)
terhadap instalasi pelanggan dan mneyatakan kable tegangan
phase S pada teriman kWh meter tidak tersambung (mur kendur);

e Pelanggan dikenakan tagihan susulan sebesar Rp. 643.675.285
(enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima
ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah ))

o Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga  PLN
memutus aliran listrik pelanggan .

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/G
TUN/2002/PTUN.SBY Tanggal 23 April 2001

{

e PT. PLN (Persero) sebagai tergugat mengajukan eksepsi kompetensi
absolute bahwa sengketa tersebut merupakan wewenang
Pengadilan Negeri, tetapi majelis hakim justru memerintahkan
kepada Tergugat (PLN) untuk menunda pemutusan
rampung/pembongkaran dan pembatalan kontrak sambungan
listrik ditempat Penggugat hingga putusan dalam perkara ini
memperoleh kekuatan hukum tetap dengan Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 221K/PEN.TUN/
2002/PTUN.SBY tanggal 26 Pebruari 2002 tentang penundaan
keputusan tata usaha negara berupa surat tagihan susulan

o Eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat ditolak (tetap
merupakan kompetensi absolute PTUN)

e Dalam Pokok perkara, menolak gugatan Penggugat seluruhnya
Proses penyelesaian dari sengketa tata usaha ini, mulai Putusan

PTUN, PT TUN bahkan Putusan Mahkamah Agung menunjukan

bahwa sengketa akibat P2TL masih merupakan sengketa Tata Usaha

Negara yang diperiksa dalam yuridiksi Peradilan Tata Usaha

Negara.

Dari berbagai contoh sengketa tata usaha negara tersebut diatas,

Mahkamah Agung telah menentukan kaidah hukum sebagai berikut :
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1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 14/K/TUN/1993

Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat (in casu Pimpinan PLN)
adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dimana yang
digugat adalah surat tagihan untuk pembayaran tagihan susulan
(TAGUS) akibat pelanggan terjaring P2TL yang nota bene merupan
Kepuutusan Tata Usaha Negara. Walaupun tindakan Tergugat
terikat dalam perjanjian jual beli yang standart, maka tindaklan
tersebut bersifat Hukum Publik (bukan hukum privat yang
mendekatkan pada aspek kontraktual), sehingga Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta berwenang dan mengadilinya.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180K/TUN/1994

Tanggal 29 Agustus 1997. '
Pemeriksaan instalasi listrik pada pelanggan merupakan hak dan
wewenang PLN, walaupun tidak diperjanjikan namun demikian
pelanggan berkewajiban untuk menjaga dan _memelihara
keamanan instalasi tersebut sehingga jika terjadi kerusakan
insatlasi menjadi tanggung jawab pelanggan”

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 300.K/TUN/1998
Tanggal 26 Agustus 1999

Surat keputusan Pemimpin PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta
Raya dan Tangerang tentang tagihan susulan(Tagsus) berupa
denda/pengenaan ganti rugi yang ditujukan kepada pelanggan
PLN-Termohon Kasasi- karena pelanggan dinyatakan melakukan
pelanggaran terhadap peraturan ketenagalistrikan adalah
memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara yang
menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan
pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986

Surat Keputusan dimaksud, adalah syah menurut hukum, karena
surat keputusan aquo diterbitkan sesuai dengan peraturan hukum
ketenagalistrikan dalam hal ini Permentamben & Enrgi No.
02.P/451/MP/1991 dan PP 10/1989 yang mmberi kewenangan
kepada PLN untuk mengambil tindakan berupa pemutusan
sementara aliran listrik serta mengnakan tagihan susulan/ganti
rugi kepada pelanggannya yang melanggar kewajiban-kewajiban
yang dibebankan kepadanya sesuai kontrak penyambungan aliran
listriknya.
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Berdasarkan kaidah-kaidah hukum ini, dapat ditarik sebuah
kesimpulan _bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang
dilakukan pelanggan terkait pengenaan tagihan susulan/denda
administrasi atau pemberitahuan pemutusan aliran listrik sama
sekali tidak mengkedepankan adanya perjanjian jual beli tenaga
listrik, melainkan lebih dominan pada pendekatan tindakan
administratif (hukum administrasi) yang hanya mendasarkan pada
delegasi hak dan kewenangan{)PI‘. PLN (}}:’ersero) sebagai Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Ketentuan tersebut
memberikan kewenangan kepada PLN untuk mengambil tindakan
berupa pemutusan sementara aliran listrik serta mengenakan tagihan
susulan/ganti rugi kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran.

Tindakan sepihak yang dilakukan PLN terhadap pelanggan
yang terkena P2TL dengan sanksi berupa pengenaan mengenakan
tagihan susulan yang diikuti dengan pemutusan aliran listrik
tersebut, sejalan dengan kehendak Mahkamah Agung yang
menyatakan bahwa sengketa akibat P2TL ini merupakan
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Tindakan penertiban listrik melalui penertiban pemakaian tenaga
listrik (P2TL) adalah berdasarkan hak/kewenangan PLN, bukanlah
tindak lanjut dari dan tidak merupakan keputusan yang melebur
dengan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan
Pelanggan; (terpisah dari perjanjian jual beli tenaga listrik), maka

surat dari pejabat PLN mengenai pengenaan tagihan susulan
tersebut merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha
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Keputusan, Oleh karena itu Pengadilan yang berwenang memeriksa
dan memutus adalah Pengadilan Tata Usaha Negara "14

Berdasarkan hal tersebut, tindakan dalam rangka P2TL merupakan
tindakan hukum publik dalam rangka penegakan hukum atas
sengket P2TL. Dengan demikian Tagihan Susulan yang dimaksud
dalam ketentuan PT. PLN (Persero)] mempunyai kualitas sebagai
denda administrasils

Yang menarik, berdasarkan ketentuan internal di PLN tindakan
penegakan hukum dan denda administrg;i dalam rangka P2TL tidak
harus menunggu putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 41
Keputusan Direksi PT PLN (Persero} Nomor 109.K/010/DIR/1997
tanggal 27 Nopember 1997 Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga
Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT
PLN (Persero) yaitu :
Dalam hal terjadi sengketa antara PLN dengan Pelanggan di
Pengadilan, tidak menghilangkan hak PLN untuk melakukan
tindakan berdasarkan keputusan ini sampai dengan adanya putusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

artinya, pengenaan tagihan susulan akan diikuti pemutusan

sementara aliran listrik pada prinsipnya akan dilakukan oleh PT.

% Edaran Mahkamah Agung Nomor 197.K/Td.TUN/XI/1994 tanggal 10
Nopember 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan yang dirumuskan dalam
Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Peradilan TUN-Tahap IV 1994 di
Surabaya

15 Philipus M Hadjon, Analisa Kasus Penertiban Pemakaian Tenaga
Listrik (P2TL), 4 September 2004, hal 3
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PLN (Persero) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang
mempunyai ‘kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan yang
menentukan sebaliknya.

Penegakan hukum dengan melakukan tindakan

administrasi seperti contoh perkara tersebut diatas seharusnya tidak
boleh dilakukan lagi, karena sejak diberlakukanya Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor
S tahun 1986 Tentang Peradhan Tata {Jsaha Negara, disebutkan
bahwa tidak termasuk dalam pengertié{n Keputusan Tata Usaha
Negara menurut undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara
yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang di uraikan dalam
penjelasannya sebagai berikut :
Pasal 2 Huruf a menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara
yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan
menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi
pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan
hukum perdata.

Berdasarkan Undang-undang ini surat tagihan susulan yang
dijadikan objek sengketa TUN oleh Penggugat tidak dapat digolongkan
dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara karena disamping hal itu merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari adanya perjanjian jual beli tenaga
listrik, dan surat pemberitahuan tagihan susulan tersebut dianggap

melebur ke dalam tindakan hukum perdata. Oleh karena itu dengan
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sendirinya penyelesaiannya sengketanya tidak melalui pengadilan tata
usaha negara ;etapi melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri).

Bahwa maksud dari pasal 2 huruf a tersebut diatas,
sebenarnya adalah dalam rangka menghindari adanya benturan
yuridiksi peradilan, artinya apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
menerbitkan suatu putusan dalam rangka menjalankan fungsi
pemerintahan tetapi bersifat keperdataan (seperti adanya hubungan
perjanjian jual beli tenaga lis{;ik), maka\{i pemeriksaan keputusan
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu mei:ljadi kewenangan Peradilan
Umum (Peradilan Perdata) atau dengan kata lain,Bahwa Keputusan
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun telah nyata-nyata
bersifat kongkrit, individual dan final (sebagaimana disyaratkan oleh
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) tidak selalu
merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutus
sengketanya, tetapi apabila Keputusan itu diterbitkan oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelenggarakan
fungsi pemerintahan yang bercorak keperdataan (adanya
perjanjian jual beli tenaga listrik), maka pemeriksaan Keputusan
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut akan menjadi

kewenangan badan Peradilan Umum (Perdata).
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b. Aspek Hukum Perdata

Hubungan antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan
merupakan hubungan keperdataan berbentuk Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik (PJBTL). Dimana dalam kedudukan hubungan tersebut
PT. PLN (Persero) sebagai pemilik dan penyedia tenaga listrik (penjual)
yang memproduksi barang/listrik sedangkan pelanggan/konsumen
sebagai pengguna tenaga listrik (pembeli) yang memanfaatkan listrik
dari PLN (Persero). g ‘{,

Dalam hubungan yang | bersifat kontraktual tersebut
menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang
bersifat timbal balik. Hak bagi pelanggan merupakan kewajiban bagi
PLN, begitu pula sebaliknya hak PLN merupakan kewajiban bagi
konsumen. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi para pihak
sebagaimana mestinya, sehingga apabila dibelakang haru salah satu
pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, maka hal
itu merupakan pengingkaran terhadap perjanjian yang telah
disepakati (wanprestasi/ingkar janji). Oleh karena itu, hak-haknya
diakui oleh hukum, maka salah satu pihak berhak untuk melakukan
penuntutan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya

dengan baik dan secara sukarela.16

8 J. Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Alumni,

Bandung, 1999, hal.20
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Gugatan atas sengketa akibat sanski sepihak dari PLN dalam aspek
keperdataan didasarkan pada 2 (dua) unsur, yaitu perbuatan
melanggar hukum dan wanprestasi yang dapat dilakukan dengan
jalan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri agar hakim
yang memeriksa dan mengadili akan menetapkan suatu keputusan

atas perkara itu.

1
i

1. PERBUATAN MELANGGAR “HUKUM (PMH).
Perbuatan melanggar hukum diatilr dalam pasal 1365 BW,

yang menyatakan sbb:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur - unsur yang dimaksud pada pasal 1365 BW tersebut bersifat

komulatif, antara lain terdiri dari :

e Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus
ada sifat melanggar hukum

e Adanya unsur kesalahan.

¢ Adanya kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat
dari perbuatan pelaku usaha. Jadi semacam ada hubungan
kausal antara keduanya.

e Norma yang dilanggar mempunyai “strekking” untuk
mengelakkan terjadinya kerugian (relativitas).!?

2. WANPRESTASI.

17 J.H.Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih,
Surabaya, 1985, h.118
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Bentuk - bentuk perbuatan yang bisa digolongkan sebagai
wanprestasi atau cidera janji adalah :
¢ tidak memenuhi prestasi sama sekali;
e terlambat dalam memenuhi prestasi;
e Dberprestasi tidak sebagaimana mestinya
Berdasarkan pasal 1239 dan 1242 BW, seseorang yang tidak
memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam
kewajiban memberikan pengg;ntian biay;, rugi, dan bunga. Untuk
melakukan gugatan wanprestasi, syaratni;a harus didasarkan adanya
perjanjian yang dibuat dan ditandatangani diantara para pihak yang
berperkara . Didalam perkara-perkara akibat pelaksanaan P2TL
antara PT. PLN (Persero) dan Pelanggan salah satu pihak dapat
menggugat (wanprestasi) karepa para pihak telah melakukan
pengingkaran hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian
jual beli tenaga listrik, sehingga apabila salah satu pihak (misalnya
pelanggan) tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati
maka memungkinkan bagi PT. PLN (Persero) untuk menuntut
pelanggan dengan menggunakan dasar wanprestasi, seharusnya
demikian juga sebaliknya.
Jika lebih detail dalam memahami subtansi sengketa
hukum antara PLN dengan pelanggan muaranya timbul adanya

hubungan keperdataan dari para pihak (menyangkut hak dan
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kewajiban masing-masing pihak) sebagaimana tertuang dalam
perjanjian jgal beli tenaga listrik, yaitu salah satu pihak meminta
pembayaran dan atau menolak permintaan pembayaran dalam
bentuk tagihan susulan dan atau ganti kerugian dan dalam setiap
PJBTL yang ditanda tangani para pihak.

Meskipun hubungan hukum antara PT. PLN (Persero)
dengan Konsumen listrik telah dibingkai dengan perjanjian jual beli
tenaga listrik dan didalamnyag)ara pihak% telah sepakat menentukan
pilihan forum penyelesaian sengke£anya"melalui Pengadilan Negeri,
namun sayangnya dalam prakteknya penenganan/ penyelesaian
perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan P2TL cenderung tidak
konsisten. Kadang diselesaikan mengikuti alur keinginan pelanggan
dimana melayangkan gugatannya, bahkan PT. PLN (Persero) yang
biasanya diposisikan sebagai pihak Tergugat hampir tidak pernah
membawa sengketa akibat P2TL tersebut melalui Perdilan Umum
(Pengadilan Negeri), meskipun jelas-jelas terdapat hubungan hukum
antara PT. PLN (Persero) dengan Pelangganya telah terikat dalam
bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik. Surat dari Pimpinan PT. PLN
(Persero) kepada pelanggan agar membayar tagihan susulan atas
pelanggaran jual beli tenaga listrik (yang besarnya dihitung

ditetapkan sepihak berdasarkan ketentuan yang berlaku di PLN ini)
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sebenarnya adalah merupakan tindak lanjut adanya perjanjian jual
beli tenaga 1istrik, seperti pandangan sebagai berikut :
“Setiap perjanjian perdata yang dilakukan pemerintah
(termasuk BUMN c.q. PLN) meskipun selalui didahului adanya
keputusan tata usaha negara (dalam hal ini surat tagihan
susulan ataupun surat pemutusan sementara dari PLN yang
biasanya dijadikan objek gugatan), keputusan tata usaha
negara itu dianggap melebur kedalam tindakan hukum perdata
(yang kemudian melahirkan teori melebur). Oleh karena itu jika
terjadi sengketa, maka penyelesaian sengketanya tidak
melalui pengadilan Tata Usaha Negara tetapi melalui
peradilan umum (Pengadilan Negeri)”.18
- {
{

Sayangnya, penegakan hukum terkait adanya pelanggaran atas
pemakaian tenaga listrik tidak sah ini lebih cenderung melalui
pendekatan hukum administrasi sebagai tindakan administratif yang
bersumber pada delegasi kewenangan hukum publik sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang
Ketenagalistrikan, bahkan dengan hanya menggunakan Keputusan
Direksi PT. PLN (Persero) yang kekuatan daya mengikat eksternalnya
kepada konsumen listrik masih dipertanyakan.

Konsistensi PT. PLN (Persero) dalam penyelesaian
peselisihan yang mendekatkan pada aspek keperdataan bahkan
jarang/tidak dilakukan, padahal dengan telah dibuat dan

ditandatanganinya perjanjian jual beli tenaga listrik, maka otomatis

perjanjian tersebut bersifat perdata biasa/murni dan seharusnyanya

¥ Indroharto, “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan
Tata Usaha Negara”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hal 134
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pula para pihak memilih penyelesaian sengketanya (choice of form)
berdasarkan klausula penyelesaian sengketanya sebagaimana yaﬁg
disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu melalui
Pengadilan Negeri, karena Perjanjian yang telah dibuat secara sah
adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) BW). Oleh sebab itu, perjanjian
jual beli tenaga listrik yang dibuat oleh dan antara PT. PLN (Persero)
' 1

dengan Pelangganya secara salti tentu sajé mengikat dan mempunyai
akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pelanggaran sama
persis seperti undang-undang.

Bahwa meskipun telah disepakati pilihan forum penyelesaian
sengketa dalam perjanjian tertulisnya adalah pengadilan negeri,
tetapi para pihak yang bersengketa sama-sama mengabaikan hal itu,
seperti contoh penanganan perkara akibat pengenaan tagihan
susulan dan pemutusan listrik dibawah inil®. Meskipun gugatan
Pelanggan PLN diajukan melalui Pengadilan Negeri, tetapi oleh PLN
selalu dieksepsi mengenai kompetensi absolute yang menganggap
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili

perkara yang dimaksud (Surat dari Pimpinan PLN dianggap sebagai

suatu penetapan tertulis dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara).

19 Data berupa putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung diperoleh dari perpustakaan PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur, Jl. Embong Trengguli No. 19-21 Surabaya.
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Putusan para Hakim, baik Hakim pada Tingkat I (Pengadilan
Negeri), Pquadﬂan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang
merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum sering
menyatakan bahwa sengeta akibat P2TL itu (surat pengenaan tagihan
susulan yang tidak dibayar oleh Pelanggan dan pemutusan aliran
listrik oleh PT. PLN (Persero) dianggap merupakan Penetapan tertulis
dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga hal itu merupakan
kompentesi absolut dari Pené,adilan T:%;lta Usaha Negara (PTUN),
bahkan oleh Majleis Hakim dinyaﬁakan"bahwa Pengadilan Negeri
tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya sengketa akibat P2TL
ini.

1. Perkara Perdata antara PT. Surya Pertiwi Perkasa sebagai

Penggugat dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya

dan Tangerang sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat

Kasus posisinya sebagai berikut :

e Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga
listrik Nomor : PJN/222/Dis.Jaya/1989 tanggal 21 September
1989

e Pada September 1995 , PLN melakukan penertiban pemakaian
tenaga listrik (saat itu istilahnya OPAL/Operasi penertiban
pemakaian tenaga listrik)

e PLN menemukan fakta pelanggaran pemakaian aliran listrik
berupa “zegel tera PLN tahun 1983 ada tiga buah ternyata berubah
dan tidak sama dengan asli milik PLN

e Petugas PLN mengambil Kwh meter pelanggan dan dibawa ke
laboratorium milik PLN
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e Hasil penelitian laboratorium PLN, dinyatakan bahwa pelanggan
melakukan pelanggaran sehingga dinekana tagihan susulan
sebesar Rp. 106.515.260 (seratus enam juta lima ratus lima belas
ribu dua ratus enam puluh rupiah)

e Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN secara
sepihak memutus kontrak jual beli tenagalistrik dan memutus
aliran listrik pelanggan

¢ PLN dituduh melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 282/Pdt.G/
1996/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Maret 1997 }
i
Dalam persidangan Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi
kompetensi absolute yang isinya Pengadilan Negeri tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini (menurut PLN sengketa P2TL ini
merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, dan atas eksepsi Tergugat
ini, majelis hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan Sela yang
amarnya sebagai berikut
e Menolak eksepsi Tergugat
e Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk
mengadili
e Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutnya
perkara

Ini artinya, dalam perkara ini oleh hakim Pengadilan negeri hal ini
dianggap bukan merupakan sengketa TUN.

Dalam putusan akhir/pokok perkara, Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta mengeluarkan putusan sebagai berikut

Mengabulkan gugatan untuk sebagian

e Menyatakan Perjanjian Nomor PJN/222/Dis.Jaya/ 1988 tanggal 21
september 19888 sah menurut hukum

¢ Menyatakan tergugat melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”

e Menyatakan tidak sah surat tergugat kepada penggugat tentang
tagihan susulan dst

e Memerintahkan tergugat (PLN) untuk menyalurkan aliaran listrik
ke penggugat sesuai surat perjanjian jual beli tenaga listrik
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Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 603/Pdt.G/
1997 /PT. DKI Jakarta, Tanggal 23 Maret 1998.

Tergugat (PLN) menolak putusan majelis hakim Pengadilan Negeri
Jakarta dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
dengan amar putusan sbb:

e Majelis hakim Tinggi dalam putusannya berpendapat bahwa
pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri dinilai sudah
benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim
banding tetapi memperbaiki amar putusan hakim pertama, dengan
alasan Penggugat membayar Tergugat biaya pemasangan listrik
dan zegel.. dst. dan harus dihapuskan dari amar putusan

. }

e Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memniberi putusan yang sama
dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan
dihapuskannya amar putusan ; “Memerintahkan Penggugat untuk
membayar biaya pemasangan listrik dan zegel kepada Tergugat”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan hakim

Pengadilan Negeri bahwa hal ini bukan merupakan sengketa TUN.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2011/Pdt/Pdt.G/1999
Tanggal 7 Juni 2000. '

e PT. PLN (persero) tetap menolak Putusan pengadilan Tinggi DKI
Jakarta dan mengajukan pemeriksaan kasasi, ke Mahkamah
Agung

¢ Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini ditingkat
kasasi dalam putusannya berpendirian bahwa putusan Judex facti
salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan Judex facti
Pengadilan negeri dan pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan
Majelis Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan
pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

c. Bahwa objek perkara ini adalah surat tergugat (PLN) yang
isinya mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya tambahan
(susulan) karena berubahnya zegel asli PLN di kwh meter di
gudang Penggugat

d. Bahwa urat dari PLN tersebut pada hakekatnya merupakan
“penetapan tertulis” tentang sanksi berupa tagihan pembayaran
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susulan yang diikuti dengan pemutusan sambungan aliran
listrik Penggugat

e. Penggugat merasa dirugikan kepentingan akibat adanya surat
dari PLN a’quo adalah merupakan penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Pejabat PLN yang bersifat kongkrit, individual
dan final yang adalah termasuk putusan Pejabat Tata Usaha
Negara.

f. Status hukum PT. PLN (Persero) menurut UU Nomor 15 Tahun
1985 jo Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 1990 adalah
merupakan BUMN, sehingga gugatan terhadap PT. PLN
(Persero) ini merupakan kewenangan absolut dari PERATUN

g. Berdasarkan pertimbanéan tersebut, maka majelis Hakim
Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut,
Mengadili : '

¢ mengabulkan permohonan kasasi Pemohon (PLN)

¢ Membatalkan Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
603/Pdt/1997/PT. DKI jo putusan pengadilan negeri
Jakarta Pusat Nomor 282/Pdt.G/1996/PN. Jkt.Pst

¢ Mengadili sendiri :
Menyatakan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Dari pemeriksaan/penanganan perkara ini, kaidah hukumnya
adalah sbb :

Gugatan ”Pelanggan PLN” terhadap surat yang diterbitkan oleh
PLN yang berisi tagihan pembayaran tambahan/susulan yang
diikuti dengan sanksi apabila tidak dibayar akan dilakukan
pemutusan aliran listrik dengan dalih pelanggan telah melakukan
pelanggaran, maka gugatan yang demikian ini termasuk
kewenangan absolut dari Peradilan tata Usaha Negara, mengingat
objek gugatan berupa surat tagihan dari PLN tersebut merupakan
suatu penetapan tertulis dari pejabat TUN (BUMN) yang bersifat
kongkrit, individual dan final yang dinilai pelanggan telah
merugikan kepentingannya

Kesimpulan dari berbagai penyelesaian sengketa tersebut

diatas, PT. PLN (Persero) dimenangkan oleh Mahkamah Agung,
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sedangkan gugatan Penggugat ditolak. Putusan itu menunjukan
bahwa sengketa P2TL adalah sengketa TUN merupakan wewenang
Peradilan tata usaha negara, meskipun proses pemeriksaan perkara
ini dari awal gugatannya melalui Peradilan Perdata. (bukan

PERATUN).

2. Perkara Perdata antara Ir. Marcus Jhony Rany, MBA, MM
sebagai Penggugat melawan PT. PLN (Persero) Unit Bisnis
Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Pasuruan
sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Pasuruan

Duduk perkaranya sebagai berikut :

e Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga
listrik

e Pada 8 Nopember 2002, PLN melakukan penertiban pemakaian
tenaga listrik

e PLN menemukan fakta pelanggaran pemakaian aliran listrik
berupa CT Phasa TM pada sl kabel yang masuk ke CT di isolasi
dan di lem sehingga mempengaruhi putaran kWh (- 34,1%) dan
Kotak pintu tanpa segel

¢ PLN telah menerbitkan tagihan susulan sebesar Rp. 362.468.700
(Tiga ratus enam puluh dua empat ratus enam puluh delapan ribu
tujuh ratus rupiah)

e Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN secara
sepihak memutus aliran listrik Penggugat

¢ PLN dituduh Penggugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum
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Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 19/Pdt.G/2002/PN.
Psr. Tanggal 13 Juni 2003

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat (PLN)
seperti yang selalu dilakukan dalam setiap penanganan perkara
akibat pengenaan TAGSUS< TUSRA, maupun TUSPUNG adalah
mengajukan eksepsi tentang kompetensi abolut dalam jawabanya

yang intinya sebagai berikut :
' 1
- {
e Bahwa Tergugat adalah Badan Usahd Milik Negara yang diberi
kuasa usaha menjalankan usaha ketenagalistrikan

* Bahwa tergugat adalah Perusahaan Listrik negara yang
melaksanakan urusan Pemerintahan (dibidang Ketenagalistrikan)
baik di Pusat maupun di daerah, sehingga Tergugat adalah
termasuk Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 butir 1
dan 2 UU No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

* Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Pertambangan dan Energi
No. 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, Tergugat
diberi hak untuk melakukan penertiban Pemakaian Tenaga listrik
yang tidak sah dan berhak memutus sambungan listrik pelanggan

* Bahwa bedasarkan Edaran Mahkamah Agung Nomor 197.K/
Td.TUN/XI/1994 tanggal 10 Nopember 1994 disebutkan bahwa
Tindakan Penertiban Listrik (OPAL) merupakan tindakan
pelaksanaan hukum publik dan kewenangan PLN menerbitkan
keputusan pejabat tata usaha negara berupa tagihan susulan
(Tagsus) dan pemutusan aliran listrik merupakan keputusan
sepihak (berdasarkan pelimpahan wewenang Pemerintahan),
sehingga jika timbul sengketa maka merupakan sengketa TUN

Atas eksepsi Tergugat (PLN) ini, majelis hakim Pengadilan Negeri

Pasuruan menerbitkan putusan sela sebagai berikut :

e Menolak eksepsi Tergugat

* Menyatakan Pengadilan Negeri Pasuruan  berwenang untuk
memeriksa dan mengadili

* Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutnya
perkara
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Dalam perkara ini, hakim berpendapat sengketa akibat P2TL
bukanlah merupakan sengketa TUN, sehingga dalam putusan
akhir/pokok perkara, majelis hakim memberikan putusan sebagai

berikut

Dalam Provisi:

Mengabulkan Tuntutan Provisi untuk sebagian

Dalam Eksepsi (Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya)

Dalam Pokok Perkara:

e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian Mengabulkan
gugatan untuk sebagian; }

» Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum; : . ,

* Menyatakan BA pemeriksaan langganan, BA pengambilan barang
bukti dan BA Pemeriksaan data adalah tidak sah, cacat hukum,
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum

e Menyatakan perhitungan tagihan susulan tanggal 8 Nopember
2002 adalah tidak sah/cacat hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum

Kuasa Hukum Tergugat PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang kalah
mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tetapi sayang
sekali ketika Tergugat mengajukan memori banding ke Pengadilan
Tinggi Jawa Timur, ternyata prinsipal dari para pihak yang
bersengketa telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan selanjutnya
aliran listrik di tempat Penggugat disambung kembali (tidak
dijelaskan bagaimana nasib pengenaan tagihan susulan telah dibayar

atau tidak).

Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan . . .
Tesis Wahyu Supriadi



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 95

3. Perkara Perdata antara Wendy Hendrata, Pekerjaan Direktur
CV. Lestari Mahakam Raya Surabaya sebagai Penggugat
melawan PT. PLN (Persero) Manager Area Pelayanan Gresik
sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Gresik

Kasus posisinya sebagai berikut :

¢ Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga
listrik

¢ PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik

¢ PLN menemukan fakta pelanggaran} pemakaian aliran listrik
Petugas PLN mengambil Kwh meter pelanggan dan dibawa ke
laboratorium milik PLN ‘ N

e Hasil penelitian laboratorium PLN, dinyatakan bahwa pelanggan

melakukan pelanggaran sehingga dinekana tagihan susulan
sebesar ah)

e Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN secara
sepihak memutus kontrak jual beli tenaga listrik dan memutus
aliran listrik pelanggan

¢ PLN dituduh melakukan PMH

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 11/Pdt.G/2002/PN.Gs
Tanggal 30 Oktober 2002

Dalam persidangan Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi kompetensi

absolute yang isinya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa

dan mengadili perkara ini (menurut PLN sengketa P2TL ini

merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang

berwenang memeriksa dan mengadilinya., dan atas eksepsi Tergugat

ini, majelis hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan Sela yang

amarnya sebagai berikut

e Dalam Eksepsi, menyatakan eksepsi dari Tergugat (PLN) tidak
dapat diterima;

e Dalam Pokok Perkara, Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi
tidak dapat diterima

¢ Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutnya
perkara
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Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 620/Pdt./2003
/PT. SBY Tanggal 30 Maret 2004.

Tergugat (PLN) menolak putusan majelis hakim Pengadilan Negeri
Jakarta dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
dengan amar putusan sbb:
¢ Menerima permohonan banding dari penggugat — pembanding
e Menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor :
11/Pdt.G/2002/PN.Gs Tanggal 30 Oktober 2002 yang
dimohonkan banding, baik dalam konpensi maupun dalam
rekonpensi
Kesimpulan dari penanganan' perkara jtersebut, ternyata majelis
: i
{
hakim yang memeriksa dan - mengadili perkara ini masih
beranggapan bahwa Pengadilan Negeri (Pengadilan Perdata) tetap

berwenang dan mengadili perkara ini, meskipun ada eksepsi

kompetensi absolute PTUN dari Tergugat (PLN)

c. Aspek Hukum Pidana
Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
adalah sbb :
Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya
merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan lainya diatur dalam,

Pasal 20

(1) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha
Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-
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lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

(3) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak
memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah,
bangunan, dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dicabut Izin Usaha
Ketenagalistrikannya.

. 3

* {

Pasal 21 ' i

Barang siapa karena kelalaiannya mengdlﬁbaﬂ{an matinya seseorang

karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya 5 (lima) tahun.

(1) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.

(3) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang tidak menaati
ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)

bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
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(I) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan Izin Usaha
Ketenagalistrikan.

Pasal 23

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20,
dan Pasal 21 adalah kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah
pelanggaran.

Di dalam Undang-Undang Nomor} 15 Tahun 1985 tentang
- ‘.
{
Ketenagalistrikan diatur secara tegas bahwa siapapun juga yang
menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya (tidak sah)
merupakan tindak pidana pencurian, tetapi berdasarkan Pasal 25
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 ,
Terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (dalam hal ini
PLN) untuk kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik
berhak untuk :
Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara
tidak sah. (dalam penjelasan PP tersebut, Tindakan yang dimaksud
misalnya pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan
tenaga listrik secara tidak sah dan Terhadap pemakaian yang tidak
sah itu sendiri pada dasarnya dapat dilaporkan kepada pihak yang
berwajib sebagai tindak pidana pencurian)
Pengertian dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut,
kata "dapat” ini mengandung arti bahwa meskipun dalam

pelaksanaan P2TL terdapat unsur-unsur tindak pidanya, maka hal

itu tidaklah secara serta merta (tidak harus/tidak wajib) harus
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dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai tindak pidana
pencurian, karena itu penegakan hukum dalam hal adanya
pemakaian tenaga listrik yang tidak sah/pencurian atau memakai
tenaga listrik melebihi daya kontrak yang disepakati dalam perjanjian
jual beli tenaga listrik, sikap PLN tampaknya lebih memilih tidak
melaporkanya kepada Polisi (POLRI), walauapun hal itu bukan
merupakan delik aduan.

Tindakan sepihak atas pela%ggaran }E,ang dilakukan pelanggan
prioritasnya hanya berupa Pengenakai}l tagihan susulan dengan
besaran rupiah berdasarkan perhitungan yang berlaku di PLN,
namun apabila pelanggan tetap tidak membayarnya maka PLN akan
memutus sambungan listrik, dan tahapan berikutnya barulah
melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Senyampang pelanggan
dapat menyelesaian kewajibanya untuk membayar tagihan susulan
yang ditetapkan PLN (meskipun dengan cara mengangsur), maka
PLN lebih cenderung tidak akan melaporkannya kepada POLISI
sebagai tindak pidana pencurian.

Pembayaran/penyelesaian tagihan susulan dari pelanggan bagi
pihak PLN jauh lebih penting daripada melaporkan pelanggan
kepada Polisi sebagai tindak pidana pencurian, karena sikap PLN
lebih mementingkan adanya hubungan keperdataan yang
mengutamakan pendekatan bisnis to bisnis, artinya pelanggan PLN

yang kedapatan melakukan pemakaian tenaga listrik tidak sah, maka
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yang jauh lebih penting PLN menerima pembayaran tagihan atas
denda admir_listrasi (tagihan susulan), soal dikesempatan lain hal itu
terdapat unsur-unsur pidanya maka sudah barang tentu hal itu
merupakan tugas dan kewajiban POLISI untuk menindak lanjutinya.
Sebaliknya, apabila ternyata PLN terlanjur melaporkan kepada Polisi,
tetapi dalam kenyataanya pelanggan bersedia membayar tagihan
susulan (denda administrasi) meskipun dengan cara mengangsur,
maka PLN akan mencabut w"laporanya?'i kepada Polisi. Tindakan
semacam ini adalah merupakan Tiﬁdakefn Persuasif yang dilakukan
PT. PLN (persero) bersama sama aparat kepolisian berdasarkan MoU
antara KAPOLRI dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor
001. MoU/060/ DIRUT/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 yang bertujuan
untuk menindak pencurian tenaga listrik dan atau aset milik PLN dan
anak perusahaanya serta Penyidik Tindak Pidana Usaha
Ketenagalistrikan. Untuk lingkungan Propinsi Jawa Timur
diberlakukan rencana operasi kepolisian mandiri Kewilayahan "PIJAR
SEMERU 2005” No. Pol R/Renops-06/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005
dalam rangka Penerbitkan Pemakaian tenaga Listrik (P2TL).

Pada hal-hal tertentu, PLN tetap memidanakan pelanggan yang

terkena P2TL sebagai tindakan "shock theraphy” bagi pelanggan PLN

dengan harapan bagi pelanggan yang lain agar tidak melakukan
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tindakan pelanggaran serupa, seperti contoh putusan-putusan
pidana dibawah ini20

e Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil No.
No. 102/Pid. S/1992/PN. Kab.Pas tanggal 2 Mei 1992 , yang
mengadili terhadap terdakwa Sutantinah (40 tahun) tempat
tinggal Ds. Kelursari, kec. Bangil, Pasuruan yang didakwa
melanggar pasal 362 KUHP jo UU 15 Tahun 1985 Pasal 15 dan
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Pencurian listrik” sehinga dipidana
penjara selama 3 (lima) bulan.

e Putusan Pengadilan Negeri Kabupatédn Pasuruan di Bangil No.
207/Pid. S/1992/PN. Kab. Pas tanggal 11 Agustus 1992 , yang
mengadili terhadap terdakwa Solichin (22 tahun) tempat tinggal
J1. Raya No. 19 Nguling, Pasuruan yang didakwa melanggar pasal
56 yo 362 KUHP dan dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”membantu
melakukan pencurian listrik ” sehinga dipidana penjara selama 6
(enam) bulan.

e Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil No.
No. 213/Pid. S/1992/PN. Kab.Pas tanggal 28 September 1992 ,
yang mengadili terhadap terdakwa Budianto al. Tan Boen Jang
(52 tahun) tempat tinggal Jl. Sidodadi No. 31 RT 01 Simokerto
Surabaya yang didakwa melanggar pasal 362 jo. 55 (1) KUHP
dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Pencurian listrik” sehinga dipidana
penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.

e Putusan Pengadilan Negeri Kodia Madiun No. 41/Pid. B/1999/PN.
Kd.Mn tanggal 5 Agustus 1992, yang mengadili terhadap
terdakwa Ny. Theresia Herawati Al. Ny. Herman (50 tahun)
tempat tinggal Jl. Sumatera No. 25/27 Kodia Madiun yang
didakwa melanggar pasal 362 jo. 64 KUHP dan dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Pencurian listrik yang dilakukan secara diteruskan atau
berlanjut” sehinga dipidana penjara selama 6 (enam) dengan masa
percobaan 12 (dua belas) bulan.

% Data berupa putusan-putusan/ vonis hakim Pengadilan Negeri

tersmaksud diperoleh dari perustakaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur, J1. Embong Trengguli Nol. 19-21 Surabaya
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Minimnya jumlah pelanggan PLN yang dilaporkan ke Polisi
karena didakwa melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik ini,
menunjukan bahwa PLN tidak berkepentingan langsung terhadap
pelaku pencurian listrik, tetapi yang jauh lebih penting bahwa jika
pelanggan memakai aliran listrik secara ilegal (pencurian) adalah
pembayaran terhadap kWh yang dipakai secara tidak sah itu.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (6)

3

Keputusan Direksi PT PLN (Persero)!v; No.068.K/010/DIR/2000

disebutkan bahwa :
Dalam pelaksanaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2) Pasal ini, dapat (garis bawah dari penulis) mengikutsertakan

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atau Penyidik Ketenagalistrikan
serta apabila dianggap perlu dapat pula mengikut sertakan instansi

terkait”.
Kata dapat pada ketentuan ini menimbulkan penafsiran bahwa
keterlibatan/keikutsertaan POLRI atau Penyidik Ketenagalistrikan
dalam setiap pelaksanaan P2TL hanyalah bersifat opsional atau
tidak wajib/tidak harus/boleh pakai dan atau boleh tidak, dengan
berbagai pertimbangan yang menguntungkan PLN dari sisi bisnis,
implementasi di lapangan dalam pelaksanaan P2TL rutin ataupun
P2TL gabungan dilakukan secara internal oleh petugas kusus Tim
P2TL dan sering tidak megikutsertakan Polisi.

Resiko yang timbul atas tindakan penertiban yang
dilakukan petugas PLN tanpa melibatkan/megikutsertakan Polisi,

maka dalam kaitannya dengan pemberkasan Berita Acara
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Pemeriksaan (BAP), Pengambilan hasil temuan P2TL (barang bukti)
adalah identik sebagai upaya paksa/tindakan penyidikan yang
biasanya dilakukan oleh Polisi, padahal petugas Tim P2TL PLN
bukanlah penyidik. Sehingga jika P2TL tetap dilakukan sendiri oleh
PLN dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggan hukum,
karena berdasarkan Pasal 6 (1) huruf a dan pasal 7 (1) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Penyidik Polri
mempunyai kewenangan secara umurn‘ url?tuk melakukan penyidikan
setiap perbuatan pidana yang terjadi. |

Ketidak-adaan petugas POLRI dalam melakukan P2TL ini
akan melemahkan posisi PT PLN (Persero) ketika akan memidanakan
pelanggan dengan tindak pencurian listrik. Hal ini, karena
kedudukan petugas PT PLN (Persero) bukan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil sehingga tindakan menéarnbil peralatan berkaitan dengan
temuan di lapangan sering dianggap tidak sah sehingga dokumen-
dokumen yang dijadikan bukti tertulis ketika diajukan di persidangan
tentu tidak memiliki arti sebagai alat bukti tertulis yang sah.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana dan hukum acara
pidana yang berlaku institusi yang berhak melakukan penyidikan
antara lain melakukan penyitaan terhadap barang bukti suatu tindak
pidana adalah POLRI atau PPNS, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal

24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 (Penyidikan) yaitu :
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1. Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak
pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat
juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
ketenagalistrikan;

b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang
diduga melakukan  tindak,  pidana di bidang
ketenagalistrikan; N :

i
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau
badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di
bidang ketenagalistrikan;

d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap
bahan yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;

e. melakukan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika P2TL dilakukan oleh internal PLN sendiri (tanpa bekerja
sama dengan POLRI, maka pelanggan bisa leluasa melaporkan
tindak pidana terhadap petugas P2TL ke POLISI sehingga
perlindungan hukum terhadap petugas P2TL tidak bisa maksimal
karena perbuatan tindak pidana adalah perbuatan
perseorangan/pribadi, dan tentu risiko hukumnya lebih bersifat
pribadi, meskipun hal itu merupakan tugas kedinasan dari PT. PLN
(Persero).

Mengingat pentingnya hal ini, maka pelaksanaan P2TL

seharusnya tidak meninggalkan peran serta POLISI selain untuk

Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan . . .
Tesis Wahyu Supriadi



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 105

mempermudah dalam proses pidanya, juga dalam upaya memperkecil

pihak lain yang justru melaporkan pidana terhadap Tim P2TL.

3.3. Pelanggaran Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik

Penanganan atas pelanggaran terhadap pemakaian tenaga
listrik dibedakan ke dalam 2 kelompok, yaitu :
a. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
b. Pelanggaran yang dilakukan"loleh bukax{a pelanggan (tanpa alas hak

yang sah). | .

Apabila hasil pemeriksaan pelanggan ternyata pihak pelanggan yang
diperiksa menurut PLN telah melakukan pelanggaran, maka PT. PLN
(Persero) melakukan tindakan sepihak dengan mengenakan tagihan
susulan }'fang besaranya ditentukan berdasarkan keputusan Direksi
PT. PLN (Persero)dan bila pelahggan tidak mau membayar tagihan
susulan maka akan diikuti dengan pemutusan aliran listrik.

Jika Pelanggaran dilakukan oleh bukan pelanggan PLN (tanpa
alas hak yang sah, maka Tim P2TL akan menghentikan penyaluran
listrik yang tersalurkan dipersil bukan pelanggan PLN dengan
pencabutan kabel-kabelnya dan selanjutnya melaporkannya kepada
Kepolisian sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 Tentang

Ketenagalistrikan.

Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan . . .

Tesis Wahyu Supriadi



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 106

Ketentuan ini juga diatur dalam dan Pasal 25 (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP nomor
10 Tahun 1989 sebagai berikut : terhadap Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (dalam hal ini PLN) diberi hak untuk :

Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara
tidak sah. (dalam penjelasan PP tersebut, Tindakan yang dimaksud
misalnya pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan
tenaga listrik secara tidak sah. Terhadap pemakaian yang tidak sah
itu sendiri pada dasarnya dapat dilaporkan kepada pihak yang
berwajib sebagai tindak pidana pencurian),

Terhadap pelanggaran yang-dilakl‘.{kan oleh pelanggan diatur
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri PE No.
02P/451/M.PE/1991, sebagai berikut :

"Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh
pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain
berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan
sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh
pengusaha maksimum selama 2 bulan. Ketentuan mengenai hal-hal
tersebut di atas ditetapkan oleh pengusaha dan disahkan oleh
Direktur Jenderal (Dirjen LPE)".

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g
Peraturan Menteri PE No. 02.P/451/M.PE/ 1991, sebagai berikut :

"Menetapan tindakan penertiban atas pemakaian tenaga
listrik secara tidak sah dan melaporkannya kepada instansi yang
berwajib sebagai tindakan pidana pencurian. Ketentuan mengenai
hal-hal tersebut di atas ditetapkan oleh pengusaha dan disahkan oleh
Direktur Jenderal (Dirjen LPE)".

Ketentuan di atas ditindak lanjuti dengan

e Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 68.K/010/DIR/2000
tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan,
dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik. Ketentuan Keputusan
Direksi No. 68.K/010/DIR/2000 tersebut dijadikan dasar dalam
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pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT. PLN
(Persero).

Adapun jenis dan penggolongan pelanggaran yang diatur
dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor . 68.K/010/
DIR/2000, adalah sebagai berikut :
e Pasal 9 (Pelanggaran Golongan A)
Ayat (1) : "Pelanggaran Golongan A adalah Pelanggaran yang tidak

mempengaruhi batas daya} dan tidak mempengaruhi
: {

{

pengukuran energi”. K

Ayat (2) : "Termasuk pelanggaran golongan A yaitu apabila
sebagian segel dan atau tanda tera pada APP atau
perlengkapan APP diganti atau tidak sesuai dengan
aslinya".

Ayat (3) : “Penjelasan atas ‘masing-masing pelanggaran tersebut
diatas adalah sebagai berikut :

a. Pada kotak APP atau lemari APP yang dilengkapi dengan dua
segel atau lebih terdapat salah satu segel rusak atau terbuka
atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.

b. Pada alat pembatas yang mempunyai 2 (dua) segel atau lebih
terdapat salah satu segelnya rusak atau terbuka atau hilang
atau tidak sesuai dengan aslinya sedang segel yang lainnya
masih utuh.

c. Pada alat pembatas untuk sambungan 3 (tiga) fase yang
menggunakan 3 (tiga) pembatas 1(satu) fase yang masing-
masing mempunyai 2 (dua) segel terdapat satu segel atau 2
(dua) segel dari 2 (dua) pembatas 1(satu) fase atau 3 (tiga) segel
dari 3 (tiga) pembatas 1l(satu) rusak atau terbuka atau hilang
atau tidak sesuai dengan aslinya sedang segel lainnya masih
utuh.
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d. Pada alat pengukur yang mempunyai satu segel dan atau tanda
tera dibagian atas dan dibagian bawah (tutupnya) yang dijepit
dengan tutup terminal alat pengukur, terdapat segel dan atau
tanda tera tersebut rusak atau terbuka atau hilang atau tidak
sesuai dengan aslinya sedangkan segel tutup terminal alat
pengukur masih utuh atau salah satu segel tutup terminal
pada alat pengukur (yang menggunakan dua segel) rusak atau
terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya
sedangkan segel dan atau tanda tera masih utuh.

e. Pada alat pengukur yang mempunyai tiga segel dan atau tanda
tera yang dipasang satu buah ditengah bagian atas dan dua
buah yang lain dipasang pada sudut bawah, terdapat salah
satu segel dan atau tanda tera disudut bagian bawah rusak
atau terbuka atau hllang atau tidak sesuai dengan aslinya
sedang dua segel dan atau tanda tera yang lain masih utuh.

f. Pada alat pengukur yang mempunyai 4 (empat) segel dan atau
tanda tera yang dipasang pada sudut-sudut, terdapat dua segel
dan atau tanda tera yang berdekatan dibagian atas atau
dibagian bawah (horizontal)] rusak atau terbuka atau hilang
atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan dua segel dan atau
tanda tera yang lain masih utuh atau dua segel dan atau tanda
tera yang berjauhan/bersilang rusak atau terbuka atau hilang
atau tidak sesuai dengan aslinya sedang dua segel dan atau
tanda tera yang lain masih utuh.

Untuk pelanggaran golongan A ini, besarnya tagihan susulan
adalah berupa penyegelan kembali yang besarnya biaya
penyegelan kembali serta biaya penggantian AAP/perlengkapan
APP berdasarkan pada harga yang berlaku setempat. (Pasal 15
(2) dan 16)

e Pasal 10 (Pelanggaran Golongan B)
Ayat (1) : “Pelanggaran Golongan B adalah pelanggaran yang
mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi

pengukuran energi.”

Ayat (2) : “Termasuk pelanggaran golongan B yaitu apabila terjadi
salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut” :

a. Segel pada alat pembatas rusak atau hilang atau tidak sesuai
dengan aslinya.

b. Pada pelanggan dengan meter kVAmaks atau meter KWmaks.
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Jika segel pada meter kVAmaks atau kWmaks dan atau
perlengkapan rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.

c. Kedapatan adanya sambungan langsung.

d. Penghantar fase tertukar dengan penghantar netral pada
sambungan fase satu dan penghantar netral terputus serta
terhubung ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran daya.

Untuk pelanggaran golongan B ini, dasar perhitungan tarif
tagihan susulanya adalah besarnya biaya beban untuk masing-
masing golongan tariff tenaga listrik yang bersangkutan
berdasarkan ketentuan Tarif dasar Listrik yang berlaku, dan
besar Tagihan Susulan adalah 6 x) 1,5 Daya Tersambung x
beban tarif yang bersangkutan. (Pasal 17)

e Pasal 11 (Pelanggaran Golongan C)

Ayat (1) : “Pelanggaran Golongan C adalah pelanggaran yang tidak
mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi
pengukuran energi”.

Ayat (2):

a. Segel atau tanda tera pada kotak APP, lemari APP, terminal Alat

Pengukur, Alat Pengukur dan perlengkapan APP rusak atau
hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.

b. Meter kWh dan atau meter kVArh rusak/berlubang atau
terdapat adanya benda lain di dalamnya.

c. Alat pengukur dan atau perlengkapan APP rusak atau tidak
sesuai dengan aslinya atau putus atau longgar atau terhubung
singkat atau berubah pengawatannya.

d. Kedapatan adanya sambungan langsung

e. Penghantar fase tertukar dengan penghantar netral pada
sambungan fase satu dan penghantar netral terputus serta
terhubung ke bumi

f. Segel atau tanda tera dalam keadaan baik tetapi alat pengukur
tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang disebabkan
dilambatkan, ditahan, dibalikkan putarannya, atau kumparan
tegangan dan atau kumparan arus dirusak sehingga
mempengaruhi pengukuran energi.

Untuk pelanggaran golongan C ini, dasar perhitungan tarif
tagihan susulanya adalah besarnya biaya beban untuk masing-
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masing golongan tariff tenaga listrik yang bersangkutan
berdasarkan ketentuan Tarif dasar Listrik yang berlaku, dan
besar Tagihan Susulan adalah 6 x 720 jam x kVA Daya
Tersambung x x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada
golongan tariff yang bersangkutan sesuai Tarif dasar Listrik
yang berlaku di PLN. (Pasal 18)

e Pasal 12 (Pelanggaran Golongan D)

Ayat (1 ) : “Pelanggaran Golongan D adalah pelanggaran yang
mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi
pengukuran energi”.

Ayat (2) : “Termasuk pelanggaran goldngan D yaitu apabila alat
pembatas dan  atau alat pengukur dan atau
perlengkapan miliks PLN yang pengawasan dan
pengamanannya menjadi tanggung jawab pelanggan
kedapatan hilang”.

Untuk pelanggaran golongan D ini, besarnya Tagihan Susulan
adalah sebesar tagihan susulan pelanggaran golongan B
ditambah tagihan susulan pelanggaran golongan . (Pasal 19)

e Pasal 13 (Pelanggaran Golongan E)

Ayat (1) : “Pelanggaran Golongan E adalah pelanggaran yang
bukan akibat kesalahan pelanggan”.

Ayat (2) : “Termasuk pelanggaran yang bukan akibat kesalahan
pelanggan yaitu apabila kedapatan atau terbukti
bahwa sejumlah tenaga listrik yang telah digunakan
pelanggan tidak terukur, tidak tercatat dan atau
belum tertagih yang disebabkan :

a. Terjadi kesalahan pengawatan APP sehingga energi listrik
tidak terukur dengan benar, namun segel dalam keadaan
baik.

b. Terjadi kerusakan pada alat pengukur dan perlengkapan
APP karena kualitasnya sehingga energi tidak terukur
dengan benar, namun segel dalam keadaan baik.

c. Kesalahan factor kali meter sehingga pemakaian energi
listrik yang ditagihkan kepada pelanggan menjadi tidak
benar.

Untuk pelanggaran golongan E ini, besarnya Tagihan Susulan
ditetapkan sesuai besarnya energi listrik yang belum terukur
dan belum tertagih maksimum 6 (enam) bulan pemakaian.
(Pasal 20)
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e Pasal 14 (Pelanggaran Golongan F)

Ayat (1) : “Pelanggaran Golongan F adalah jenis pelanggaran
selain pelanggaran Golongan A sampai dengan
Golongan E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 keputusan ini”.

Ayat (2) : “Termasuk pelanggaran golongan F yaitu apabila
penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan
peruntukkannya, dalam hal ini tenaga listrik
digunakan untuk keperluan pemakaian yang harga
golongan tarifnya lebih tinggi dari harga golongan tarif

menurut perjanjian tenagajlistrik dari pelanggan yang

bersangkutan”. - |

Untuk pelanggaran golongan F ini,ﬂ besarnya golongan tariff
pelanggan yang bersangkutan langsung disesuaikan dengan
golongan tariff sesuai peruntukannya pada saat kedapatan.

Kepada pelanggan yang bersangkutan diberitahu secara tertulis
adanya perubahan golongan tarif. (Pasal 21)

3.4 Kendala-kendala Hukum Dalam Penanganan Perkara P2TL
Penegakan hukum terhédap pelanggaran Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik (PJBTL) yang telah dibuat oleh dan antara PT. PLN
(Persero) dengan Pelanggan Listrik adalah melalui kegiatan Penertiban
Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) banyak menuai kritikan dari
berbagai masyarakat.
Bagi Pelanggan listrik PLN yang kedapatan melakukan pelanggaran
langsung dikenakan sanksi secara sepihak berupa pengenaan
tagihan sususan/ganti rugi/denda administrasi atas pemakaian
aliran listrik secara tidak sah dan sanksi pemutusan aliran listrik
berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. PLN yakni Keputusan

Direksi PLN Nomor : Keputusan Direksi Keputusan Direksi PT PLN
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(Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan

Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik

Pengenaan sanksi yang ditentukan sepihak oleh PLN ini
tentu tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelangggan PLN,
karena pelanggaran yang dituduhkan terhadap pelanggan itu
ditetapkan sepihak tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu.
Ketika Undang-undang Nomor- 20(} tahun 2002 Tentang
Ketenagalistrikan belum dibatalkan oleh = Mahkamah Konstitusi
penegakan hukumnya sebenaranya sudah  dinilai telah
mengakomodir kepentingan pelanggan PLN karena dilakukan oleh
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL) vide pasal 33 sub
b UU 20/2002, karena tugasnya termasuk dapat menentukan bentuk
pelangggaran yang terjadi pada hubungan jual beli antara PT. PLN
(Persero) dengan pelanggan, tetapi oleh karena Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2002 itu telah dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat, maka penegakan hukumnya tetap
dilakukan berdasarkan UU 15 tahun 1985 kembali. Sayangnya,
Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tidak ada ketentuan yang
mengatur adanya lembaga yang berfungsi menyelesaiakan peselisian
jika terjadi sengketa hukum dibidang ketenagalisttrikan. Didalam
peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan-pun tidak

ada yang secara tegas mengatur ketentuan yang mengatur tentang
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penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa hukum, semua
diserahkan rpasing-masing pihak yang dituangkan dalam PJBTL yaitu
melalui mekanisme pilihan penyelesaian perilisihan yaitu
musyawarah atau pengadilan .

Dalam penjelasan pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen,
penyelesaian damai adalah penyelesaian yang dilakukan kedua belah
pihak tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK]), sehingga pé;'lyelesaian}"isengketa diluar pengadilan
termasuk juga melalui Badan Penyele'éaian Sengketa Konsumen
(BPSK) yaitu suatu badan yang bertugas menangani dan
menyelesaiakan sengketa antara pelaku usaha (PLN) dan konsumen
(pelanggan listrik). Putusan hasil BPSK ini bersifat final (tidak ada
upaya banding/kaasi), upaya hukum yang dapat dilakukan adalah
mengajkan keberatan melalui pengadilan negeri dalam waktu 14
(empat belas hari).

Tindakan hukum sepihak yang berpedoman dari peraturan
perundang-undangan misalnya pemeriksaan terhadap instalasi
pelanggan cukup banyak mengejutkan msyarakat, tata cara
penindakan pelanggaran merupakan bentuk kesewenang-wenangan
PLN, penerapan peraturan perundang-undangan yang dilakukan PLN
menimbulkan rasa ketidak adilan.

Adanya tindakan sepihak oleh PLN berupa sanksi admiistrartif

dengan menerbitkan surat tagihan atau pemutusan sepihak tersebut
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yang pada hakekatnya adalah permintaan ganti kerugian atas
pemakaian 'aliran listrik secara tidak sah, sehingga mengakibat
pelanggan yang dirugikan melakukan tindakan hukum dalam bentuk
gugatan agar surat penetapan tagihan susulan dari PLN itu
dibatalkan. Jika semacam ini terus dilakukan tentunya akan
menimbulkan  ketidakpastian hukum  (inskonstitusi didalam
penegakan hukum), karena pihak PLN mengabaikan adanya
perjanjian jual beli tenaga list}lik, insko%ntitusi ini diperparah oleh
putusan-putusan para hakim yang memeriksa sengketa P2TL ini,
baik hakim Pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi temasuk Mahkamah
Agung.
Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan kasasi dari
salah satu pihak kebanyakan menyatakan bahwa surat tagihan
susulan denda administrasi yan’g ditujukan kepada pelanggan adalah
merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi
wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 butir 3
Undang-undang No. 5 tahun 1986, karena didasarkan adanya
peraturan perundangan-undangan ketenagalistrikan yang merupakan
regulasi pemerintah. Pelanggaran yang dituduhkan PLN kepada
pelanggan yang dianggap melakukan pelanggaran seharusnya
dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan hakim.

Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk mendukung

adanya kepastian hukum yang mampu mendekati keadilan bagai
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para pihak yang bersengketa. Selain itu, diperlukan juga penegak
penegak hukum yang konsisten dalam penegakaan hukum dalam
sengketa P2TL
Perlu kiranya meninjau landasan hukum yang dijadikan acuan

dalam peyelesaian sengketa, disesuaikan dengan perkembangan
hukum yang ada dimasyarakat, semata-mata dalam rangka
mewujudkan rasa keadilan bagi konsumen selalu pemakai tenaga
listrik dari PLN, karena *I‘Deraturan—i)eraturan yang dijadikan
landasan hukum bagi PLN justru mérupakan hambatan dalam
upaya proses hukum yang benar menurut hukum.
Dalam pelaksanaan P2TL, khususnya pada pemeriksaan melalui
P2TL, baik mengenai tata cara pemeriksaan, pengenaan sanksi ysng
sepihak maupun adanya pengenaan tagihan susulan, pemutusan
aliran listrik terkesan diskrin;itaif yang hanya mengedepankan
kekuasaan dari PLN sebagai satu-satunya penyedia ketenagalistrikan
yang belum ada kopetitornya.
Penegakan hukum atas sengketa P2TL seharusnya dilakulan mulai
dari pelaksanaan ketentuan hukumnya (PJBTL) sampai dengan
tindakan yang dilakukan harus tetap menjunjung tinggi intergritas
moral yang kuat.

Problema yuridis dalam ketentuan internal PLN yang dijadikan

dasar sebagai pelasanaan P2TL sebagimana ditaur dalam Keputusan

Direksi PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April
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2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan

dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik adalah sbb :

e Tentang Keberadaanyan Keputusan Direksi Keputusan Direksi PT
PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000
tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan
dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik

a. Secara yuridis normatif kedudukan Keputusan Direksi tersebut,
dapat dinyatakan ”cacat yuridis” karena belum disahkan oleh
Direktur Jenderal sebagaimana yang disayaratkan dalam

. {
{
ketentuan internal PLN sendiri, sehingga berimplikasi terhadap
pelaksanaan P2TL
Berdasarkan Pasal 21 huruf f Peraturan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991
tentang hubungan Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan (PKUK)
Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat, disebutkan :
Mempengaruhi tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh
pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli Tenaga Listrik antara
lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti pemutusan
sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh
Pengusaha maksimum selama 2(dua) bulan . Ketentuan mengenai

hal-hal tersebut diatas ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan
oleh Direktur Jenderal

Meskipun telah  disahkan oleh  Direktur Jenderal,
kedudukannya  tetap masih dipertanyakan banyak pihak
mengenai kekuatan daya mengikatnya, meskipun telah
disahkan oleh Direktur Jenderal belum tentu sama kedudukan
dengan Peraturan Pemerintah, sehingga hal ini tetap saja belum

bisa mengikat pelanggan PLN karena dalam tata urutan
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perundang-undangan hal itu belum sama dengan Peraturan
Pemeﬁntah.

b. Dari aspek mengikatnya suatu norma, maka suatu aturan yang
subtansinya berisi sanksi, klasifikasi pelanggaran serta
penetapan besarnya denda, pada umumnya perada pada
tataran Undang-undang atau peraturan pemerintah, sehingga
ketentuan yang hanya dibuat oleh Direksi PLN yang memuat
sanksi, klasifikasi pelané‘;garan SCI"J%I penetapan denda kepada
pelanggan akan dipertanyakar; juga;:

c. Merupakan sebuah aturan internal Perusahaan yang
bernuansa pentunjuk pelaksanaan (juklak) ataupun pentunjuk
teknik (juknis) dan merupakan kebijakan (beleidsreged), yang
pada umumnya berlaku dan mengikat internal PLN tetapi
tidak mengikat keluar eksternal kepada pelangggan. Karena itu
masih banyak pelanggan yang mempersoalkannya.

Tentang Subtansi Keputusan Direksi Keputusan Direksi PT

PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000

tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan

Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik

Materi Keputusan Direksi tersebut “overlapping” bahkan sangat

rancu antara subtansi ’kewenangan” yang didasarkan pada aspek

hukum publik dengan subtansi hak dan kewajiban yang

didasarkan pada hubungan keperdataan (PJBTL)
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3.7 Kompetensi Pengadilan Yang Berwenang Memeriksa dan
Mengadili Sengkea Akibat Penertiban Pemakaian Tenaga
Listrik (P2TL)

PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha penyediaan Tenaga

Listrik dalam hubungan dengan pelanggannya, senantiasa berharap

agar perjanjian yang telah dibuat dengan Pelanggannya dapat

berjalan sebagaimana mestinya dan berharap agar konsumen listrik
dapat menjadi pelanggan PLN seterusnya, tetapi dalam
perjalanannya kadang menimbﬁlkan senglketa hukum akibat adanya
perbedaan kepentingan terhadap ketentuan dalam jual beli tenaga
listrik ataupun ketentuan yang diatur dalam ketentuan internal PLN.
Didalam Pasal 41 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

(PJBTL) yang telah dibuat sepihak berdasarkan Keputusan Direksi

Keputusan  Direksi PT PLN (Persero) No. 109.K/010/DIR/1997

tanggal 27 Nopember 1997 tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga

Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT

PLN (Persero). Dan telah disahkan dengan surat Direktur Jenderal

Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97 tanggal

19 Desember 1997, disbutkan sbb:

Dalam hal terjadi sengketa antara PLN dengan Pelanggan di

pengadilan, tidak menghilangkan hak PLN untuk melakukan

tindakan berdasarkan keputusan ini sampai dengan putusan

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
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Ketentuan ini menunjukan betapa sewenang-wenangnya PLN

dalam rnenyikapi bila terjadi perselisihan, PLN tetap melakukan
tindakan sepihak hanya berdasarkan keputusan Direksi PLN, pihak
pelanggan akan dikenakan tindakan terus sampai dengan adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pada dasarnya penyelesaian perselisihan yang timbul dalam
Keputusan ini akan diselesaiakan secara musyawarah, tetapi bila
ternyata tidak dapat diselesaieﬁ{an denga‘fp cara demikian, ditempuh
melalui Pengadilan Negeri (Pasal 42) sesuai dengan domisili hukum
yang disepakati dan perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu Peradilan
Umum (Pengadilan Negeri).

Sangatlah jelas, bahwa dalam PJBTL tersebut, Direksi PT. PLN
(Persero) melalui Keputusan tersebut tidak memberikan peluang opsi
lain untuk memilih lembaga penyelesaian yang lain (hanya melalui
pengadilan negeri), padahal sudah bukan merupakan rahasia umum
mengenai berbagai kelemahan baik dari sisi waktu, biaya dan tenaga
jika menyelesaiakan sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.
Upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan hanya
merupakan ’ultimatum remidium” saja.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tetap perlu dilakukan karena
bisa lebih cepat, efektif dan efisien, terutama terhadap PJBTL yang
dibuat antara dengan pelanggan-pelanggan besar/potensial dengan

PLN. Senyampang Direksi belum memberikan peluang untuk
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menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan, misalnya melalui
Alternative Dispute Resolution (ADR) atau yang lain, maka penegakan
hukum yang dilakukan PLN tentu harus mengedepankan mekanisme
penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam PJBTL (yang
diperjanjikan dan telah disepakti para pihak),

Kebanyakan pelanggan menggugat PLN melalui Pengadilan Tata
Usaha Negara dengan objek gugatan berupa surat Pimpinan PT. PLN
(Persero) mengenai surat tagihﬂalln susulanz atau surat pemberitahuan
pemutusan aliran listrik yang ditujukan kepada pelanggan dianggap
sebagai keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara, tetapi
harus diperhatikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dan jelas
disebutkan bahwa ; Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan
Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata, yang di uraikan dalam penjelasannya pada Pasal 2 (a) sbb:
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata, misalnya keputusan menyangkut masalah jual beli yang

dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang
didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Oleh karenanya, surat pengenaan tagihan susulan atau surat
pemberitahuan pemutusan aliran listrik yang timbulnya dari adanya
hubungan jual beli tenaga litsrik, maka hal itu tidak dapat
digolongkan dalam pengertian Tata Usaha Negara (tidak dapat

dikategorikan sebagai keputusan tata uasaha Negara), sehingga
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konsekuensi yuridis penyelesaian sengketanya tidak melalui
Pengadilan Tata Usaha. Negara, melainkan Pengadilan Negeri.
Ketentuan Pasal 2 huruf a tersebut diatas, sebenarnya adalah
dalam rangka menghindari adanya benturan yuridiksi peradilan,
artinya apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan suatu
putusan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan tetapi
bersifat keperdataan (seperti adanya hubungan perjanjian jual beli
tenaga listrik), maka pemerikrs'aan keplitusan Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara itu menjadi kewenaﬁgan ‘Peradilan Umum (Peradilan
Perdata) atau dengan kata lain, bahwa Keputusan Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara, meskipun telah nyata-nyata bersifat kongkrit,
individual dan final (sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1986) tidak selalu merupakan
kewenangan PTUN untuk merﬁeriksa dan memutus sengketanya,
tetapi apabila Keputusan itu diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan
yang bercorak keperdataan (adanya perjanjian jual beli tenaga
listrik), maka pemeriksaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha
Negara tersebut akan menjadi kewenangan badan Peradilan Umum.
Karena itu, sengketa akibat P2TL yang selama ini selalu
diselesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya mulai

dikembalikan  menurut pilihan forum penyelesaian perselisihan
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diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa
akibat pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang
telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 adalah

sebagai berikut :

¢ Perkara Nomor : 06/G/TUN/2006/PTUN.Sby antara Goey Ali
Marsigit, Direktur Utama PT. Kayu Tropical Lancar Jaya,
berkedudukan di Jl. Raya Desa Wotan 88 Panceng, Gresik Jawa
Timur sebagai penggugat, melawan PT. PLN (Persero) Distribusi
Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Gresik
berkedudukan di Dr. Wahidin Sudir‘b Husodo No. 134. Gresik
sebagai Tergugat 3

Kasus posisinya sbegai berikut :

1. Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara dan
penghapusan tagihan susulan melalui Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jawa Timur yang intinya memohon agar penetapan
tertulis berupa penetapan tagihan susulan mohon dibatalkan
tanpa ganti rugi.

2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian jual
beli tenaga listrik (PJBTL) Nomor : 29.Pj/060/GRK/1999/M
tanggal 6 September 1999.

3. Penggugat terkena penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL),
dengan klasifikasi pelanggaran golongan :"E”, sehingga dikenai
tagihan susulan sebesar Rp. 485.066.840 (empat ratus delapan
puluh lima juta enam puluh enam ribu delapan ratus empat
puluh rupiah). Dengan surat Manager PT. PLN (Persero) Area
Pelayanan dan Jaringan Gresik Nomor : 447 /160/APJ-GRK/2005
tanggal 15 Nopember 2005 dan surat Nomor : 477/160/APJ-
GRK /2005 tanggal 6 Desember 2005

4. Pelanggan tidak mau membayar tagihan susulan yang ditetapkan
pihak PLN.

Atas gugatan tersebut, pihak Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi

kompentensi absolute isinya memohon agar pengadilan Tata Usaha
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Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa

Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut ,

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Tentang Kompetensi absolut

1. Bahwa Tergugat (PLN) tetap pada pendiriannya dan dengan tegas
menolak gugatan Penggugar dengan argumentasi yuridis sbb:

a)

b)

d)

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor No. 15
tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan disebutkan, “Usaha
penyediaan listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan
oleh BUMN yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan (PKUK);

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 3 tahun 2005 jo PP
10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga
Listrik, BUMN yang ditunjuk sebagai PKUK adalah
Perusahaan Perseroan atau PT. PLN (Persero) yang didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 jis PP
No 17 Tahun 1990 dan PP 18 tahun 1972;

Bahwa PT. PLN (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris
Sutjipto, SH No. 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahan-
perubahannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 19 tahun 2003
tentang BUMN, kedudukan Tergugat/PT. PLN (Persero)
sepenuhnya tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas, dan dengan demikian maka kedudukan
Tergugat adalah merupakan badan hukum perdata dan bukan
sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga hak tersebut
tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa jika seandainyapun benar (qwodnoon) surat Manager
PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Gresik Nomor :
447/160/APJ-GRK/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan

i
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surat Nomor : 477/160/APJ-GRK/2005 tanggal 6 Desember
2005 dianggap sebagai keputusan Badan atau pejabat tata
usaha negara, tetapi harus diperhatikan bahwa berdasarkan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dan jelas
disebutkan bahwa ;

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara menurut undang-undang ini :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan
hukum perdata, yang di uraikan dalam penjelasannya
pada Pasal 2 (a ) yaitu': }

{

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan

hukum perdata, misalnya keputusan menyangkut masalah

jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan
perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum
perdata.

Oleh karenanya, surat tagihan susulan/kurang tagih dari
Tergugat yang timbulnya dari adanya hubungan jual beli
tenaga litsrik, maka hal itu tidak dapat digolongkan dalam
pengertian Tata Usaha Negara (tidak dapat dikategorikan
sebagai  keputusan tata uasaha Negara), sehingga
konsekuensi yuridis penyelesaian sengketanya tidak
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

fy Bahwa maksud dari pasal 2 huruf a tersebut diatas,
sebenarnya adalah dalam rangka menghindari adanya
benturan yuridiksi peradilan, artinya apabila Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara menerbitkan suatu putusan dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan tetapi bersifat
keperdataan (seperti adanya hubungan perjanjian jual beli
tenaga listrik), maka pemeriksaan keputusan Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara itu menjadi kewenangan Peradilan Umum
(Peradilan Perdata) atau dengan kata lain,

Bahwa Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara,
meskipun telah nyata-nyata bersifat kongkrit, individual dan
final (sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986) tidak selalu merupakan
kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutus
sengketanya, tetapi apabila Keputusan itu diterbitkan oleh
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka
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menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bercorak
keperdataan (adanya perjanjian jual beli tenaga listrik),
maka pemeriksaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha
Negara tersebut akan menjadi kewenangan badan Peradilan
Umum (Perdata).

g) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991,
dalam Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pengusaha dan
pemanfaatanya oleh Pelanggan harus diatur dalam Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listrik dalam bentuk perjanjian atau
formulir yang disediakan Pengusaha (PLN), sehingga sangat
jelas bahwa hubungan hukum antara PT. PLN (Persero)
dengan Pelanggannya harus dengén hubungan keperdataan
dalam bentuk Perjanjian Jual Beli: Tenaga Listrik (PJBTL);

h) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, kedudukan
Penggugat adalah pelanggan PLN yang memakai Tenaga
Listrik dari Instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah
dengan perjanjian tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Nomor Pihak pertama
(Tergugat): 29.PJ/060/GRK/1999.M dan Nomor Pihak Kedua
(Penggugat) : (tanpa nomor) tanggal 6 September 1999
dimana dalam salah satu klausulanya masing-masing pihak
(paik Tergugat maupun Penggugat), telah sepakat memilih
mekanisme penyelesaian perkaranya sebagai berikut :

1. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah
tidak tercapai, kedua belah pihak akan menyerahkan
penyelesaianya melalui Pengadilan Negeri

2. Kedua belah pihak bersepakat untuk memilih tempat
kedudukan yang sah dan tidak berubah di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri Surabaya

Bahwa pilihan  penyelesaian persilisihan melalui Pengadilan
Tata Usaha Negara tidak sepakati oleh para pihak, sehingga
tidak alasan yang dibenarkan oleh hukum Penggugat membawa
permasalahan yang berkaitan dengan pengenaan tagihan
susulan/kurang tagih tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha
Negara.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak bahwa antara surat
tagihan susulan/kurang tagih tidak ada hubunganya/terpisah
dari Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ada, karena
berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf f Peraturan Menteri
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Pertambangan dan  Energi Nomor 02.P/ 451/M.PE/1991
tentang Hubungan PKUK Untuk Kepentingan Umum dengan
Masyarakat PT. PLN (persero) diberi hak untuk : ” Mengambil
tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam
setiap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, antara lain dikenakan
tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan
sementara untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Pengusaha
(PLN) .ot dst”

3. Bahwa setiap perjanjian perdata (PJBTL) mesikpun didahului
adanya keputusan tata usaha negara (seperti surat tagihan
susulan/kurang tagih) penyelesaianya adalah melalui Peradilan
Negeri seperti pendapat Indroharto, dalam bukunya ”Usaha
Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara”, Pustaka Sinar Harapan, Jak‘arta, 1991, hal 134 sbb:

“ Setiap perjanjian perdata yang dilakukan pemerintah
(termasuk BUMN c.q. PLN) meskipun selalu didahului adanya
keputusan tata usaha negara, keputusan itu dianggap melebur
kedalam tindakan hukum perdata (yang kemudian melahirkan
teori melebur). Oleh karena itu jika terjadi sengketa, maka
penyelesaian sengketanya tidak melalui pengadilan Tata
Usaha Negara tetapi melalui peradilan umum (Pengadilan
Negeri)”.1,

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 (1) Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor S
tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada intinya
menyatakan bahwa karena jabatannya (meskipun tidak diminta)
hakim wajib menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak
berwenang mengadili sengketa yang menyangkut Eksepsi tentang
kompetensi absolut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat (PLN) tetap pada
pendirian semula dan mohon sebelum memeriksa pokok perkara,
agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memberikan putusan atas eksepsi tersebut sbb:

1. Menerima Eksepsi Tergugat.

2. Tidak mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya/
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini.
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DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam
Replik Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata
diakui kebenaranya;

2. Bahwa adalah tidak benar Penggugat mengaku tidak pernah ada
Berita Acara Nomor 002/BA/GRK/IX/2005 dan menyatakan tidak
pernah ada monitoring pemakaian energi listrik Penggugat, karena
Tergugat telah melakukan pemeriksaan dan pendataan Alat
Pembatas Pengukur (APP) milik Tergugat yang ada dalam
penguasaan Penggugat pada tanggal 6 September 2005, dengan
hasil akurasi kwh meter terhadap beban kurang baik dan hasil
pengukuran minus 19,7 % (kwh meéter minta diganti) dengan
Berita Acara Nomor 002/BA/GRK/IX/2005 yang diketahui
oleh pihak Penggugat;

Bahwa Tergugat setiap bulan selalu melakukan monitoring
terhadap pemakaian energi listrik yang disalurkan kepada semua
pelanggan PLN termasuk Penggugat, dan dari data tersebut
dijadikan sebagai acuan/dasar dalam penetapan perhitungan
tagihan susulan/kurang tagih karena rekening yang ditagihkan
bukanlah pengukuran yang sebenarnya

3. Bahwa adalah tidak benar Penggugat menyatakan tidak ada
pemeriksaan dan pemasangan “time swicth” , karena fakta
hukumnya menunjukan berdasarkan Perintah Kerja (PK) No. 212
tanggal 29 September 2005 dengan lampiran Berita Acara yang
telah ditanda-tangani bahkan dibubuhi stempel pihak
Penggugat, Petugas Tergugat telah melakukan pemasangan/
penggantian “time switch”, dengan catatan APP dan lonceng disegel
kembali OPL 5 GRSOS serta didapatkan tegangan tidak merata.

4. Bahwa adalah tidaklah benar Penggugat menyatakan tidak ada
Berita Acara Nomor : BA. 014/BA/GRK/X/2005 , karena pada
tanggal 3 Oktober 2005, Tergugat telah melakukan pengukuran
ulang terhadap akurasi Kwh meter terhadap beban dengan hasil
pengukuran telah terjadi minus 57,6% dari yang seharusnya,
dengan temuan phase R korosi (factor x 1000) yang menyebabkan
tegangan untuk phase R tidak mengalir (los contac) sesuai Berita
Acara Nomor : BA. 014/BA-GRK/X/2005 yang diketahui/
ditandatangani pihak Penggugat

S. Bahwa surat Penggugat tertanggal 29 Nopember 2005
menyatakan Penggugat telah menolak untuk membayar tagihan
susulan/kurang tagih yang ditetapkan Tergugat bahkan Penggugat
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tidak bersedia mengikuti saran untuk menyelesaikan tagihan
susulan dengan “win-win solution”, hal ini menunjukkan bahwa
Penggugat telah nyata-nyata tidak menunjukkan itikad
baiknya dalam menyelesaikan permasalahannya.

6. Bahwa dalih Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat,
menyatakan Surat tagihan susulan/kurang tagih dari Tergugat
(Pemberitahuan tagihan susulan/kurang tagih dalam surat
Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Gresik
Nomor : 447 /160/APJ-GRK /2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan
surat Nomor : 477/160/APJ-GRK/2005 tanggal 6 Desember
2005), menurut Penggugat telah menimbulkan kecemasan yang
luar biasa adalah sesuatu yang terlalu didramatisir dengan
tujuan megaburkan permasalahan yang sesungguhnya, karena
faktanya hingga saat inipun aliran listrik dipersil Penggugat
belum diputus '

Sungguhpun demikian, pada prinsipnya selama tidak ada
penetapan/putusan Pengadilan yang melarang Tergugat untuk
melakukan pemutusan aliran listrik, Tergugat akan tetap
menggunakan hak/kewenanganya sebagai PKUK berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan
perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu ; tidak menjual terlebih
dahulu aliran listrik kepada Penggugat sebagai Pembeli listrik,
(tidak menyalurkan Tenaga Listrik ke persil Penggugat) dengan
tindakan hukum berupa pemutusan sementara aliran listrik

Kewenangan untuk mengambil tindakan atas pelanggaran
perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen berdasarkan
Pasal 25 (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005
tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun
1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan
Pasal 2 ayat 1 huruf { Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor 02.P/ 451/M.PE/1991 tentang Hubungan PKUK
Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat , yaitu : ”
Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh
Pelanggan dalam setiap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, antara
lain dikenakan tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan
pemutusan sementara ................ dst

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat , karena
tagihan susulan/kurang tagih pada hakekatnya adalah tagihan
yang timbul dari hasil pemeriksaan karena salah satu kawat pada
pengukuran pemakaian listrik putus (korosi), sehingga rekening
yang ditagihkan bukanlah pengukuran yang sebenarnya
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Oleh karena itu, sudah sewajarnya Tergugat meminta agar
Penggugat membayar penuh kekurangan tagihan pembayaran atas
pemakaian tenaga listrik dari yang seharusnya (yang telah
dimanfadtkan selama ini).

8. Bahwa sangatlah tidak benar bahwa yang dimaksud Pengusaha
dalam  Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
02.P/451/M.PE/1991 adalah Pemegang izin Usaha
Ketanagalistrikan sebagaimana didalilkan Penggugat, karena
berdasarkan peraturan tersebut juga, BAB I (Ketentuan Umum),
Pasall huruf d, yang dimaksud Pengusaha : adalah Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang didirikan
berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku ......
dst, yaitu satu-satunya adalah PT. PLN (Persero).

9. Bahwa sangatlah tidak benar jika pq}hitungan tagihan susulan/
kurang tagih yang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan atas
pemakaian riil aliran listrik Penggugat, dibuat lebih dari 15 hari
atau 43 hari setelah ditemukannya “pelanggaran” , karena proses
pemeriksaan dan pendataan APP yang ada dipenguasaan
Penggugat dilakukan berulang-ulang dan terakhir kalinya
(finalnya) dilakukan pemeriksaan kembali pada tanggal 10
Nopember 2005 yang dicantumkan dalam Berita Acara No :
015/BA-GRK/P2TL/XI/2005, sehingga jika dihitung tidak
melebihi jangka waktu yang ditentukan (hanya S5 hari)
sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Keputusan Direksi
PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April
2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan
Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik (P2TL).
Oleh karena itu, surat penetapan tagihan susulan/kurang tagih
Tergugat yang dimaksud, seharusnya tidak batal demi hukum.

10. Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan Penggugat, karena
perhitungan tagihan susulan/kurang tagih dari yang seharusnya
dibayar Penggugat dibuat berdasarkan monitoring/data hasil
pemeriksaan atas perhitungan riil terhadap pemakaian tenaga
listrik perbulan.

Dari hasil pemeriksaan data monitoring pemakaian listrik setiap
bulan yang tidak terukur (kurang tagih) sebagaimana seharusnya
tersebut, ternyata telah terjadi sejak bulan Mei 2004 sampai
dengan Oktober 2005 adalah kurang tagih sebanyak 1.174.113
kWh atau sebesar Rp. 485.066.840 (empat ratus delapan puluh
lima juta enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh
rupiah)
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11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, karena
berdasarkan ketentuan Pasal 41 Keputusan Direksi PT PLN
(Persero) No. 109.K/010/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997
tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan
Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero) dan telah
disahkan dengan surat Direktur Jenderal Listrik dan
Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97 tanggal 19
Desember 1997, Tergugat bisa saja secara langsung
menghentikan penyaluran listrik ke persil Penggugat
(melakukan pemutusan sementara aliran listrik) ketika
Penggugat tidak menyelesaikan pembayaran tagihan susulan
/kurang tagih sesuai batas waktu yang ditentukan.

Namun demikian, oleh karena Penggugat merupakan mitra
Tergugat serta dalam rangka membina hubungan baik antara
Pelanggan dan PLN, maka aliran listriknya belum diputus hingga
hari ini, karena itu antara point {5) dan point (8) Jawaban
Tergugat Pertama, sesungguhnya tidaklah kontraproduktif
(bertentangan).

12. Bahwa benar, berdasarkan Undang-undang Nomor No. 15
tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, kedudukan Tergugat
adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) bukan
sebagai Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK)
sebagaimana didalilkan penggugat dalam repliknya butir (14),
tetapi Tergugat menolak dengan tegas dan tidak
membenarkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
setiap tindakan PT. PLN (persero) adalah merupakan tindakan
Negara yang dalam hal ini bertindak selaku Pemerintah.
Bahwa yang benar adalah ketika PT. PLN (Persero) melakukan
tindakan hukum yang berkaitan dengan adanya perjanjian jual
beli tenaga listrik dengan Penggugat, maka hal itu bukan lagi
merupakan tindakan negara (aspek hukum publik), melainkan
telah bergeser menjadi sebagai tindakan hukum perdata (aspek
hukum privat).

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5
tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat
hukum bagi seorang atau badan hukum perdata
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Bahwa surat pemberitahuan tagihan susulan/kurang tagih yang
dijadikan objek sengketa TUN tersebut, belum bahkan tidak
menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, karena
tindakan' hukum Tergugat dengan mengirimkan surat tagihan
susulan/kurang tagih berupa surat Manager PT. PLN (Persero)
Area Pelayanan dan Jaringan Gresik Nomor : 447/160/APJ-
GRK/200S tanggal 15 Nopember 2005 dan surat Nomor :
477/160/APJ-GRK/2005 tanggal 6 Desember 2005) yang belum
diikuti tindakan pemutusan listrik, samasekali belum/tidak
merugikan Penggugat, karena faktanya aliran listriknya memang
belum diputus.

Sebaliknya justru pihak Tergugat-lah yang mengalami kerugian
akibat Penggugat tidak .menyelesgikan kewajibanya untuk
membayar tagihan susulan/kurang itagih sebesar 1.174.113
kWh atau sebesar Rp. 485.066.840 (empat ratus delapan puluh
lima juta enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh
rupiah)

Jika seandainyapun benar bahwa surat pemberitahuan pengenaan
tagihan susulan/kurang tagih termaksud yang telah dikirimkan ke
Penggugat akhirnya menimbulkan kecemasan yang luar biasa
yang berakibat Penggugat memberhentikan untuk sementara
waktu aktivitas perdagangan terhadap relasi bisnis  seperti
didalikan Penggugat, adalah sesuatu yang terlampau mengada-
ada sebagai pembenar bahwa tindakan Tergugat telah
menimbulkan akibat hukum, padahal sesungguhnya hal itu
belum berdampak apa-apa.

14. Bahwa permohonan Pengugat yang meminta agar hakim
mengeluarkan penetapan tertulis kepada Tergugat agar tidak
memutus aliran listrik di persil Penggugat, secara yuridis
sangatlah tidak beralasan, karena berdasarkan penjelasan Pasal
67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
surat tagihan susulan/kurang tagih dari Tergugat (surat Manager
PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Gresik Nomor :
447/160/APJ-GRK/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan surat
Nomor : 477/160/APJ-GRK/2005 tanggal 6 Desember 2005)
yang dianggap oleh Penggugat sebagai Penetapan tertulis, selama
hal itu belum diputus oleh Pengadilan harus dianggap sah
menurut hukum (asas praduga sah) dan Gugatan Penggugat
tidak menunda atau menghalangi dilaksanakanya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
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Berdasarkan Penjelasan pada Pasal 67 Undang-undang tersebut
diatas, Permohonan penundaan Penggugat hanya dapat
dikabulkan oleh Pengadilan apabila :

a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika
kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak
seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang
akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha
Neg